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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Meneliti dan memahami suatu kebijakan dalam perspektif 
gender adalah penting untuk dilakukan, karena dengan perspektif ini 
dapat diidentifikasi permasalahan kesenjangan gender dan faktor-
faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam suatu situasi 
sosial tertentu. Dengan teridentifikasinya kesenjangan gender dan 
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan gender pada 
gilirannya dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik yang 
tepat sehingga tujuan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) 
yaitu terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terwujud. 
Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia 
ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No.9 
tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional. INPRES tersebut ditujukan kepada Menteri, Lembaga 
Pemerintahan non Departemen; Pemimpin Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional ; Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Gubernur, dan 
Bupati/Walikota. 
Isi instruksi, agar Instansi/Lembaga di atas melaksanakan 
pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan 
dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender 
sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-
masing. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun 
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untuk mengitegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
atas kebijakan dan program pembangunan nasional.  
Kebijakan PUG mensyaratkan penyertaan laki-laki dan 
perempuan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan baik 
dalam lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan 
daerah. 
Dalam konteks pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember, 
selayaknya Laki-laki dan perempuan disertakan dalam 
penyelenggaraannya, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun 
pemantauannya. Pemilihan kepala desa antara lain di dasarkan pada 
Peraturan Daerah ( Perda ), dan Peraturan Bupati (Perbub). 
Selayaknya produk kebijakan yang dikeluarkannya tersebut 
memperhatikan masalah gender, demikian pula personal yang 
ditujukan untuk menyelenggarakan Pilkades semestinya 
memperhatikan penyertaan laki-laki dan perempuan. Namun 
kenyataannya produk kebijakan yang dijadikan landasan Pilkades 
tidak secara ekspilit memperhatikan gender. Penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala desa yang dipantau oleh Panitia Pemilihan Kepala 
Desa (Pan.Pilkades), semuanya didominasi oleh laki-laki, demikian 
juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga 
pembentuk Pan-Pilkades, hampir semua posisi yang ada di dalamnya 
diduduki oleh para lelaki, yang notebene persepsi mereka terhadap 
peran gender cenderung bias gender. 
Dominasi laki-laki dalam organisasi penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala desa dapat di Kabupaten Jember, di mana Tim 
Pemantau Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Pemerintah 
Daerah dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 
188.45/282/012/2006 dan diperbarui dengan Keputusan Bupati 
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Jember Nomor: 188.45/81/012/2007 tentang Tim Pemantau 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember, susunan 
keanggotaannya semuanya laki-laki. Tim tersebut beranggotakan 17 
orang, dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 
BPD sebagai organisasi pembentuk Pan.Pilkades juga 
didominasi oleh laki-laki, misalnya susunan keanggotaan BPD di Desa 
Sumberejo, Kecamatan Ambulu , Kabupaten Jember, mulai dari 
Ketua, wakil ketua, dan para anggotanya adalah laki-laki semuanya. 
Tidak satu pun posisi diduduki oleh perempuan. Demikian juga 
dalam organisasi pelaksana Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pan 
Pilkades susunan keanggotaannya didominasi oleh laki-laki. Seperti 
Pan. Pilkades Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember 
misalnya. Jabatan Pelindung, Penasehat, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, 
Sekretaris II, Bendahara, Pantarlih, seksi perlengkapan, dekorasi, dan 
seksi keamanan yang berjumlah 11 orang adalah perempuan, itupun 
posisinya sebagai seksi konsumsi. 
Di sisi lain sebetulnya terdapat perkembangan yang cukup 
menggembirakan mengenai peran serta perempuan di sektor publik, 
yaitu dengan fenomena semakin banyaknya perempuan desa di 
Kabupaten Jember yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa. 
Fenomena tersebut Menurut Drs. Roekan ( mantan Kepala Bangdes 
Kabupaten Jember periode 1965-1985) baru-baru ini saja terjadi, sebab 
selama dia menjabat tidak ada satu pun perempuan yang duduk 
menjadi Kepala Desa di Kabupaten Jember. Menurut Nurul Hafid 
Yasid (Staf Kantor Pemdes Kab. Jember), di Kabupaten Jember yang 
memiliki 225 Desa, sebelum tahun 2006 terdapat 5 (lima) kepala Desa 
Perempuan. Selanjutnya terhitung sejak 21 November 2006 sampai 10 
September 2010 telah dilakukan tidak kurang dari 166 PILKADES 
(Pemilihan Kepala Desa) secara langsung. Di antara kaum laki-laki 
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yang mencalonkan diri sebagai kandidat KADES (Kepala Desa) 
terdapat sekitar 58 kandidat perempuan dari jumlah tersebut 19 
antaranya dimenangkan oleh kaum perempuan. 
Menjadi menarik, karena jumlah perempuan di Kabupaten 
Jember semakin banyak yang mencalonkan diri dan berhasil menjadi 
Kepala Desa, sedangkan di sisi lain, kapasitas penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa yang semestinya lebih memahami isi dari 
Kebijakan Pengarusutaan Gender justru kurang, atau bahkan tidak 
menampilkan perempuan dalam itulah, maka penelitian ini 
dilakukan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Setelah menelaah latar belakang permasalahan yang terpapar 
dalam bab pendahuluan di atas, peneliti tertarik untuk memahami 
lebih mendalam mengenai berbagai persoalan yang dirumuskan 
dalam permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender 
dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember ?   
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kapasitas Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di 
Kabupaten Jember ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mendapatkan gambaran / deskripsi mengenai kapasitas kebijakan 
pengaurutamaan gender dalam konteks pemilihan kepala desa di 
Kabupaten Jember  
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2. Mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan 
Gender dalam prose Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan didapatkannya gambaran mengenai kapasitas kebijakan, dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas Kebijakan Pengarus-
utamaan Gender diharapkan dapat bermanfaat ; 
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi dibuatkannya kebijakan yang 
akan datang mengenai kesetaraan gender kususnya dalam konteks 
pemilihan kepala desa agar tujuan utama kebijakan 
Pengarusutamaan gender yaitu kesetaraan dan keadilan gender 
dapat terwujud;   
2. Sebagai bahan rujukan bagi para pegiat non pemerintahan (LSM) di 
bidang kesetaraan gender dalam memberikan advokasinya; 
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan kususnya tentang gender yang relatif masih teramat 
muda. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A.  Konsep Kapasitas 
Konsep kapasitas memiliki makna yang beragam. Arti yang 
ditimbulkan tergantung konteks permasalahan di mana konsep 
tersebut digunakan. Menurut Wikipedia Indonesia, konsep kapasitas 
berasal dari bahasa Belanda; capaciteit yang berarti: Daya tampung, 
daya sera, Ruang atau fasilitas yang tersedia , Kemampuan 
(maksimal) (http: // wikipedia. org). 
Sementara itu Anneli Milen berpendapat bahwa “kapasitas 
adalah kemampuan individu, organisasi atau system untuk 
menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan 
terus menerus” (Milen,2006:12). Jadi kapasitas adalah kemampuan 
yang dimiliki oleh manusia, tetapi juga organisasi, bahkan suatu 
system. Selanjutnya dikatakan pula bahwa : “kapasitas harus 
dikaitkan dengan tugas pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim 
organisasi atau system, . . . .fungsinya dianggap sesuai jika telah turut 
menyumbang tercapainya misi dan tujuan yang strategis dari tim, 
organisasi atau suatu system” (Milen,2006:12).  
Kapasitas dengan demikian dapat diartikan sebagai kemampuan 
individu, organisasi atau system yang besar kecilnya atau baik 
buruknya, dapat ditentukan dari tingkat pencapaian misi dan tujuan 
organisasi atau suatu system. Berkaitan dengan tema penelitian ini, 
konsep kapasitas digunakan untuk mengartikan ada atau tidak 
adanya pengaturan kesetaraan gender dalam kebijakan yang 
dijadikan dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan tingkat 
kemampuan system penyelenggaraan pemilihan Kelapa desa untuk 
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mengikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam organisasi 
penyelenggara pilkades maupun organisasi peserta pilkades dengan 
prinsip kesetaraan baik dalam akses, kesempatan, partisipasi maupun 
manfaat. 
 
B. Gender dan Diskriminasi Gender  
Menurut Hafidz (1997:5) gender adalah suatu konstruksi sosial, 
atau konsep sosial (Sadli,1995) tentang peran laki-laki dan perempuan 
seperti dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh, masing-masing 
laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, gender merupakan 
cerminan cara pandang dan tuntutan masyarakat tentang bagaimana 
laki-laki dan perempuan harus berpikir dan berperilaku, yang 
kesemuanya ditentukan oleh struktur sosial masyarakatnya, dengan 
didasarkan pada perbedaan-perbedaan biologis laki-laki maupun 
perempuan. Senada dengan pendapat di atas, Karim (2009:9) 
mendefinisikan gender sebagai suatu kontruksi sosial yang mengatur 
hubungan antara pria dan wanita, yang terbentuk melalui proses 
sosialisasi dan diberi sanksi oleh masyarakat. Kontruksi sosial tersebut 
mengalokasikan peranan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab, baik 
pria maupun wanita. 
Sementara itu kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
(buku 1,2001) mendefinisikan gender sebagai berikut: 
“Gender adalah peran-peran sosial yang dikontruksikan oleh 
masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan 
perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial 
tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). 
Jender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Oleh karena itu 
jender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya 
laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan 
tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat 
mereka berada,”  
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Dengan memahami beberapa definisi gender seperti yang 
terpapar di atas, jelas bahwa dalam perspektif gender perbedaan 
peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah kodrat yang dibawa 
sejak lahir. Gender merupakan kontruksi sosial yang sangat 
dipengaruhi oleh waktu, budaya, dan tempat. Dengan kata lain 
gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam 
peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan 
budaya setempat. 
Adanya pembedaan peran gender sesungguhnya tidak akan 
dipermasalahkan apabila tidak menimbulkan diskriminasi dan 
ketidakadilan gender pada jenis kelamin tertentu, yang pada 
umumnya adalah kaum perempuan. Kenyataannya, kaum 
perempuan tidak diperlakukan secara berbeda, akan tetapi juga 
dikuasai. Peran gender yang memandang wanita sebagai kaum yang 
lemah telah menciptakan budaya penguasaan laki-laki atas 
perempuan. Budaya, dalam mana laki-laki menguasai perempuan 
dalam segala bidang disebut budaya patriarki (Biduman, 1973: 17). 
Budaya patriarki telah mengubah wanita hanya menjadi makhluk 
pengabdi saja, menjadi budak dari keserakahan laki-laki dan menjadi 
mesin pembuat anak (Engels, dalam Budiman, 1973:121). Konsep 
peran gender selain melahirkan budaya patriarki, juga (tentu saja) 
melahirkan diskriminasi atas perempuan.  
Menurut UU No.7 tahun 1987 pasal 1  dinyatakan bahwa: 
“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, 
pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 
kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk 
mengurangi atau penghapusan  pengakuan, penikmatan atau 
penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan 
pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun 
lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan 
mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan “ 
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Adanya diskriminasi yang disebabkan kuatnya budaya patriarki 
semakin melemahkan posisi wanita dalam banyak hal. Perempuan 
hanya layak untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat privet, 
sedangkan bidang publik adalah domainnya laki-laki. Wanita hanya 
pantas di rumah mengurusi urusan rumah, perempuan lemah, 
irasional, emosional, maka dari itu ia tidak bisa menjadi pemimpin. 
Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sebab setelah berkeluarga akhirnya 
hanya menjadi ibu rumah tangga. Masih banyak lagi pelabelan yang 
melekat pada kaum perempuan yang intinya perempuan mempunyai 
kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki. (Mas’ud,1997). 
 
C.   Kebijakan Pengarusutamaan Gender  
Perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender telah 
ditempuh dengan berbagai strategi dan pendekatan. Mansour Fakih 
dalam kata pengantar buku Gender and Organisational Change 
(1999:xxvi – xxxiv) mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan strategi 
atau pendekatan yang pernah diperlakukan dalam memperjuangkan 
kesetaraan gender. Ketiga strategi tersebut adalah: Women in 
Development (WID), Gender and Development (GAD), dan yang paling 
mutakhir adalah Gender Mainstreamin. Ketiga strategi di atas memiliki 
fokus, asumsi dan pendekatan yang berbeda-beda. FukusWID adalah 
kaum perempuan. WID berasumsi bahwa permasalahan kaum 
perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya manusia 
kaum perempuan itu sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan mereka 
tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat. 
Untuk itu target pembangunan strategi ini adalah kaum perempuan 
itu sendiri.  
Perempuan dilibatkan dalam proses pembangunan. Peningkatan 
keterampilan perempuan seperti program PKK, peningkatan 
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pendidikan dan sebagainya. Strategi ini ternyata menimbulkan 
permasalahan baru, yaitu semakin menambah beban berat para 
perempuan. Perempuan memiliki peran selain reproduksi di sektor 
domestik juga pada sektor produktif dan publik. Strategi GAD lebih 
memfokuskan diri pada sistem, struktur dan ideologi. GAD berasumsi 
bahwa letak persoalan ketimpangan gender bukan terletak pada kaum 
perempuan, tetapi letak persoalannya ditujukan pada bagaimana 
menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. 
Untuk itu dibutuhkan analisis gender untuk dapat memahami bahwa 
pokok persoalan adalah sistem dan struktur yang tidak adil, di mana 
baik laki-laki maupun perempuan menjadi dan mengalami 
dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender tersebut. strategi 
utama dalam pendekatan GAD adalah penghapusan segala bentuk 
diskriminasi bagi kaum perempuan.  
Pada kenyataan ditiadakannya segala bentuk diskriminasi bagi 
kaum perempuan itu hanya “kokoh” di atas kertas, sedangkan dalam 
praktek sehari-hari ketidakadilan bagi kaum perempuan masih saja 
ada. Strategi paling muktahir dalam memperjuangkan kesetaraan 
gender adalah Gender Mainstreaming, atau dalam bahasa Indonesia 
dikenal dengan nama Pengarusutamaan gender (PUG). Strategi ini 
fokus utamanya adalah Negara. Keikutsertaan Negara/pemerintah 
yaitu dengan cara menginterfensi setiap kebijakan atau program 
pembangunan yang dibuat agar selalu mempertimbangkan 
kesetaraan gender. 
Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarus-
utamaan gender dengan demikian mengharuskan institusi 
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pembangunan untuk selalu mempertimbangkan faktor gender dalam 
setiap pengambilan keputusannya. Institusi pembangunan harus 
dibuat benar agar hak-hak warganya – lelaki dan perempuan – 
dijamin dan dipenuhi dengan adil (Dewi,2006 : 8 ). Menjalankan 
Pengarusutamaan gender berarti memahami politik institusi untuk 
mengatur masyarakat , menterjemahkan kebutuhan masyarakat dan 
mengalokasikan sumberdaya. Pengarusutamaan gender dengan 
demikian, meletakkan masalah gender di dalam arus utama proses 
pembangunan yang keberadaannya akan selalu ada dan terus melaju 
seiring lajunya proses pembangunan. 
Dalam Inpres 9/2000 dijelaskan pula, bahwa Pengarusutamaan 
gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional yang berperspekitf gender dalam rangka 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup 
pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan nasional. 
Strategi Penagurusutamaan gender beramsumsi, bila instansi 
dan lembaga pemerintahan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi kebijakan dan program-program pembangunannya 
selalu berperspektif gender, maka impact atau dampak yang 
diharapkan dapat lebih cepat terealisir. Impact atau dampak yang 
diharapkan adalah terwujudnya “kesetaraan dan keadilan” gender 
dalam kehidupan berumahtangga, bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara. 
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D.   Evaluasi Kebijakan  
Seperti  telah ditegaskan dalam bagian sebelumnya bahwa 
tujuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, adalah 
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan 
nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah  untuk memperoleh 
gambaran/ deskripsi mengenai  kapasitas kebijakan 
pengarusutamaan gender dalam proses pemilihan kepala desa. 
Dengan kata lain , tujuan penelitian ini adalah  berupaya untuk 
mendapatkan gambaran dan pemahaman  mengenai seberapa jauh 
prinsip-prinsip inpres  9/2000, yaitu penyertaan laki-laki dan 
perempuan telah diadopsi dalam proses pemilihan kepala desa di 
kabupaten jember.  
Memperhatikan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
tergolong atau  termasuk dalam evaluasi kebijakan. Dunn 
mengatakan: 
" Evaluasi  memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis 
kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi 
informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 
kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 
telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi 
mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu…telah 
tercapai"Dunn (2000:608) 
 
Menurut Subarsono (2005 : 119), evaluasi adalah kegiatan untuk 
menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Sementara itu Winarno (2002 : 
165), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan  ditujukan untuk 
mengetahui… apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih 
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dampak yang diharapkan. Menurut Thomas Dye, (dalam 
Parsons,2005:547). evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang 
obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan 
program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin 
dicapai. Di sini Dye tidak hanya menekankan pada penilaian tentang 
sejauh mana tercapainya tujuan suatu kebijakan. Ia juga menekankan 
tentang pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan secara obyektif, 
sistematis, dan empiris. Obyektif berarti, suatu evaluasi harus 
didasarkan pada fakta yang ada, tidak melibatkan penapsiran-
penapsiran subyektif. Sistematis berarti, evaluasi harus direncanakan 
secara matang dengan mengunakan prinsip-prinsip keilmiahan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan empiris, bahwa evaluasi 
hanya dilakukan terhadap sesuatu yang memang betul-betul terjadi di 
lapangan, bukan didasarkan pada rekaan belaka. 
Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan bertujuan untuk 
menggambarkan kapasitas Pengarusutamaan gender, yaitu seberapa 
besar diikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam proses pemilihan 
kepala desa, baik dalam organisasi penyelenggara pemilihan kepala 
desa seperti tim pemantau, BPD, Pan. Pilkades maupun dalam 
organisasi peserta pemilihan kepala desa, seperti Tim sukses, saksi, 
maupun bagian konsumsi.  
Evaluasi kebijakan baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan 
sudah cukup waktu (Subarsono,2005 : 119), selanjutnya dikatakan 
bahwa semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang 
waktu yang lebih panjang. Sebaliknya semakin teknis sifat  dari suatu 
kebijakan atau program, maka evaluasi  dapat dilakukan dalam kurun 
waktu yang lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang 
bersangkutan. Walau tidak ada batasan waktu  yang pasti kapan 
sebuah kebijakan harus dievaluasi tetapi Subarsono mengatakan 
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bahwa untuk mengetahui out-put, dan dampak suatu kebijakan sudah 
dapat dilakukan 5 (lima) tahun semenjak kebijakan itu 
diimplementasikan. 
Willian Dunn membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga 
pendekatan, yaitu: (1) evaluasi semu: (2) evaluasi formal: (3) evaluasi 
keputusan teoritis (Dunn, 2002 : 613 ). Evaluasi semu (pseudo 
evaluation) adalah pendekatan  evaluasi yang menggunakan metode 
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid 
mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai 
dari hasil kebijakan tersebut  pada individu, kelompol, atau 
masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang 
manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dangan 
sendirinya (self evident) atau tidak kontroversial. 
Evaluasi formal ( formal evaluation ) adalah  pendekatan evaluasi 
yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi 
yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan 
sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh 
pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran 
dan target yang ditetapkan secara foramal adalah merupakan ukuran 
yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan 
kebijakan.  
Evaluasi proses keputusan teoritis (decision theoritic evaluation) 
adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif 
untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid 
mengenai hasil –hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh 
berbagai stakeholders.dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik 
berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi 
dan dinyatakan oleh para stakeholders. 
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Berdasarkan  ketiga kreteria pendekatan evaluasi yang 
disampaikan Dunn di atas, maka penelitian ini menggunakan 
pendekatan evaluasi yang kedua, yaitu Evaluasi Formal. Dengan 
demikian evaluasi yang akan dilakukan menggunakan metode 
deskriptif untuk memperoleh  informasi yang terpercaya dan valid 
mengenai mengenai kapasitas PUG dalam konteks pemilihan kepala 
desa. Dengan kata lain penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai 
keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam proses pemilihan kepala 
desa di kabupaten jember, mengidentifikasi adanya kesenjangan , dan 
mengidentifikasi factor-faktor yang diduga sebagai penyebab 
timbulnya kesenjangan. 
 
E.   Proses Pemilihan Kepala Desa 
Konsep "Proses " sebetulnya tidak ditemukan dalam peraturan 
perundangan yang menjadi dasar pemilihan kepala desa. Konsep 
yang mengambil kata dasar proses, yaitu "pemrosesan" dapat 
ditemukan pada  Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang  Desa, di 
bagian keempat Pasal 43,  ayat (2) yang lengkapnya berbunyi "BPD 
memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan  
sebelum berahirnya masa jabatan kepala desa". Dalam bab penjelasan, 
yang dimaksud  dengan "memproses" adalah membentuk panitia 
pemilihan,  menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, 
menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala 
desa terpilih kepada Bupati / Walikota untuk disyahkan menjadi 
kepala desa terpilih. Yang dimaksud dengan proses dalam penulisan 
ini bukan  pengertian "memproses" seperti dimaksud di atas. Lebih 
luas lagi yaitu meliputi segala kegiatan yang oleh Peraturan Bupati 
Jember No. 72/2006 dinamakan Tahapan pencalonan dan Pemilihan 
kepala desa. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "proses" dalam 
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penelitian ini  adalah tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa 
yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 
pemungutan suara, dan tahap pengesahan, pengangkatan dan 
pelantikan kepala desa. 
Peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan pemilihan 
kepala desa di kabupten jember  terdiri atas : 
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa 
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Desa. 
- Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember 
- Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2007 tentang  Perubahan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten 
Jember 
Menurut PP 72/2005 Pasal 46 ayat (3) pemilihan Kepala Desa 
dilaksanakan melalui tahap Pencalonan dan tahap Pemilihan. Jadi 
jelas bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan melalui 2 
(dua) tahap (untuk berikutnya disebut dengan proses), Yaitu : 1. tahap 
Pencalonan dan 2. tahap Pemilihan 
Oleh  Peraturan  Bupati  jember  No.78/2006    proses  ini  
dijabarkan  menjadi 4 (empat) tahapan, yang meliputi : 
1. Tahapan Persiapan 
2. Tahapan Pelaksanaan 
3. Tahapan Pemungutan Suara 
4. Tahapan pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala 
Desa. 
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Tahapan Pesiapan,mencakup kegiatan: 
o pembentukan panitia pemilihan kepala desa,  
o Rapat pembahasan dan Penetapan Program Kerja;  
o Rapat Pembahasan tata tertip; dan  
o rapat pembahasan dan pengesahan anggaran. 
Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan dan 
detetapkan oleh BPD ( Badan Perwakilan Desa). Panitia pemilihan 
terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, yang tersusun dalam 
struktur sebagai berikut: 
- Ketua merangkap Anggota 
- Sekretaris merangkap anggota 
- Bendaharan merangkap Anggota; dan 
- Anggota lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 
Panitia pemilihan mempunyai tugas mulai dari melakukan 
penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa yang meliputi 
menerima pendaftaran, penetapan calon, menyelenggarakan 
kampanye, penetapan jadwal pelaksanaan pemilihan,  sampai dengan 
metepkan biaya  dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan 
kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Rapat Pembahasan dan penetapan program kerja, pembahasan tata 
tertib,dan rapat pembahasan  dan pengesahan anggaran pada hakekatnya 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam rangka 
untuk mendapatkan hasil berupa program kerja, rancangan tata tertib, 
dan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala desa. 
Tahap pelaksanaan, meliputi rangkaian kegiatan yang berupa :  
o Pendaftaran pemilih, 
o Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang akan dipilih:  
o Kampanye;  
24 
 
o Penyampaian surat undangan:  
o Persiapan Tempat Pemilihan Kepala Desa, dan 
o Pelaksanaan hari tenang. 
Pendaftaran pemilih dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah 
calon pemilih dan sekaligus media sosialisasi tentang akan 
deselenggarakannya pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan. 
Hasil pendaftaran pemilih dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih 
sementara, dan bila terdapat perubahan, dalam hal ini ada warga yang 
belum terdaftar, maka dilakukan pendaftaran tahap kedua. Setelah daftar 
pemilih sudah dianggap tidak ada permasalahan lagi, maka daftar 
pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat pada saat yang telah 
ditentukan dan hasilnya detempelkan pada tempat yang strategis. 
Penjaringan bakal calon kepala desa dilakukan dengan cara 
mensosialisasikan tentang dibukanya pendaftaran bakal calon kepala 
desa. Masyarakat yang berminat harus hadir secara pribadi dan 
mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.  
Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia 
pemilihan  ditetapkan  sebagai calon yang berhak dipilih dan jumlahnya 
setidak-tidaknya sebanyak 2(dua)orang. 
Setelah masa kampanye yang hanya boleh dilakukan secara 
dialogis, dan menghindari segala hal yang dapat menganggu keamanan, 
ketentraman dan ketertiban umum, maka langkah panitia berikutnya 
adalah penyampaian surat undangan  mengenai pelaksanaan 
pemungutan suara kepada pemilih yang dilakukan selambat-lambatnya 3 
(tiga) hari sebelum hari "H". 
Dua hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia 
menetapkan sebagai hari tenang, dan pada saat itu semua calon tidak 
boleh mengadakan kegiatan. Semua atribut yang digunakan pada saat 
kampanye harus dibersihkan.  Selain itu untuk sehari sebelum 
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pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan harus sudah mempersiapkan 
tempat pemilihan kepala desa. 
Tahap pemungutan suara, meliputi kegiatan yang terdiri dari :  
o Persiapan pelaksanaan; 
o Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; 
o Pelaksanaan penghitungan suara; 
o Penetapan calon kepala desa terpilih. 
Perlu diipersiapkan hal-hal pendukung sebelum pemungutan 
suara dilaksanakan,meliputi: pengaturan tempat, kendaraan pengangkut, 
kelengkapan administrasi, sarana pemilihan yang meliputi : kotak suara 
bantalan dan sebagainya, termasuk konsumsi panitia tentunya.  
Pelaksanaan pemilihan kepala desa dibuka dengan sambutan 
Ketua Panitia tentang: nama calon yang dipilih  berikut foto yang 
bersangkutan, memberikan informasi tentang  hak dan kewajiban serta 
larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap yang 
hadir agar melaksanakan hak pilihnya. Setelah  dilakukan pencoblosan 
kartu dan waktu telah menunjukan pukul 14.00 maka tahap pemilihan 
suara diahiri. 
Kegiatan berikutnya adalah penghitungan suara, dan penetapan 
calon kepala desa terpilih. Yaitu  menyebut dan mencatat setiap lembar 
kartu suara yang telah ada tanda coblosannya. Setelah  penghitungan 
suara selesai  panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan 
membacakan berita acara pemilihan pada hari dan tanggal itu juga. Calon 
kepala desa terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara 
terbanyak. 
Tahap pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa , 
meliputi: 
o Pengesahan dan pengangkatan kepala desa 
o Pelantikan kepala desa. 
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Pengesahan dan pengangkatan dilakukan dengan keputusan BPD 
berdasarkan laporan dan bukti hasil pemungutan suara dari panitia, dan 
selanjutnya BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih melalui Camat 
untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa tepilih. Tahapan ahir proses ini 
adalah penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan 
Pengangkatan Kepala Desa serta pelantikan kepala desa yang 
bersangkutan oleh Bupati.  
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A.  Lokasi 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember. Ada dua 
alasan tentang pemilihan lokasi ini. pertama alasan obyektif dan 
kedua alasan subyektif. Alasan obyektif karena di Kabupaten Jember 
terdapat fenomena tentang semakin banyak perempuan yang 
mencalonkan diri sebagai kepala desa. Di sisi yang lain berdasarkan 
pengamatan, para penyelenggara pemilihan kepala desa baik yang 
merupakan bentukan pemerintah kabupaten maupun bentukan 
Badan Permusyawaratan desa sangat didominasi oleh laki – laki, 
semestinya penyelenggara inilah yang menjadi teladan mengenai 
kesetaraan gender sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Inpres 
9/2000.  
Alasan subyektif tentang pemilihan lokasi penelitian ini adalah, 
Kabupaten Jember masih satu Kabupaten dengan domisili peneliti, 
sehingga dengan demikian akan memudahkan dalam memperoleh 
informasi dari berbagai pihak mengenai perkembangan pemilihan 
kepala desa yang diikuti oleh kandidat perempuan. Selain karena 
“penguasaan medan” alasan subyektif lainnya adalah agar penelitian 
ini berjalan secara efisien baik ditinjau dari segi waktu, segi biaya 
maupun segi tenaga. Pertimbangan – pertimbangan di atas diperlukan 
dengan harapan agar penelitian berjalan sesuai dengan kaidah – 
kaidah atau norma – norma keilmiahan, tapi di satu sisi yang lain agar 
penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu tenaga dan 
biaya yang tersedia. 
 
 
28 
 
B.   Pendekatan dan Perspektif  
 Dalam penelitian ini yang hendak dicari adalah data 
perbandingan laki – laki dan perempuan yang dilibatkan dalam 
proses pemilihan kepala desa, selain itu juga tentang pengetahuan, 
pengalaman, dan persepsi informan mengenai peran gender. 
Informasi yang dibutuhkan selain deskripsi mengenai peran gender, 
tapi juga makna yang berada di balik deskripsi data, karena itu 
penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif. 
Selain itu penelitian ini lebih mempunyai perspektif emic, 
dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan di upayakan untuk 
dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, 
pandangan subyek penelitian (Hamidi,2005:70) sehingga mampu 
mengungkapkan proses yang digunakan individu dalam mengelola 
dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan 
makna kepada kesetaraan gender seperti apa yang akan di  
rasakannya. Makna adalah nilai – nilai dibalik perilaku yang tampak, 
yang terucap dan tertulis.( Sugiyono,2006:163). 
 
C.    Teknik Pengumpulan Data 
 Informasi mengenai kapasitas dan persepsi informan 
tentang peran gender akan digali dengan teknik wawancara 
mendalam (in depth interview). Menurut faisal, dengan wawancara 
mendalam bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, 
apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa 
depan ( Faisal,1998 ). 
Teknik wawancara mendalam menuntut kemampuan peneliti 
untuk membuat informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberi 
informasi. Informasi itu bisa dicapai bila peneliti bisa “diterima” 
kehadirannya oleh informan, dengan demikian wawancara dapt 
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dilakukan secara santai dan spontanitas penuh persahabatan, dan 
tanpa sekat. 
Selain teknik wawancara mendalam, peneliti juga 
menggunakan teknik observasi, yakni teknik yang menuntut periset 
melakukan pengamatan terhadap obyek risetnya ( Umar, 2004:72 ), 
dan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, ( 
Sugiyono,2006:162). Teknik observasi digunakan peneliti baik secara 
verbal maupun non verbal ketika mengamati kegiatan informan 
dalam kaitannya dengan proses pemilihan kepala desa baik secara 
langsung maupun tidak langsung ( melalui hasil rekaman Video ). 
Pengamatan juga dilakukan di tengah – tengah masyarakat, di mana 
desanya akan atau telah melaksanakan Pilkades dan di antaranya 
terdapat kandidat perempuan. Dari pengamatan terhadap perilaku 
dan “obrolan” alamiah para subyek penelitian diharapkan 
mendapatkan gambaran secara umum mengenai persepsi mereka 
terhadap peran gender.  
Selain teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang 
mendalam dan observasi yang akan mendapatkan data primer, data 
sekunder pun sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. guna 
memenuhi data sekunder tersebut penggalian data dilakukan dengan 
cara menelusuri dokumen dari lembaga berwenang juga akan 
dilakukan. 
 
D. Unit Analisis 
 Selain unit analisis, pada bagian ini akan dijelaskan pula 
tentang kriteria dan cara menetapkan jumlah informan. 
Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti yang bisa berupa 
individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial ( 
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Hamidi,2005:74). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. 
Adapun kriterianya: 
- Penyelenggara pemilihan Kepala Desa, terdiri dari : anggota Tim 
Pemantau Pelaksana Pilkades Kabupaten Jember, Camat Jelbuk dan 
Ambulu, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jelbuk dan Desa 
Sabrang, anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Jelbuk dan Desa 
Sabrang. 
- Peserta Pemilihan Kepala Desa : perempuan pemenang Pilkades 
Desa Jelbuk dan Desa Sabrang, anggota Tim Sukses, dan anggota 
masyarakat Desa Jelbuk dan Desa Sabrang. 
 Banyaknya responden ditetapkan dengan menggunakan 
teknik snow-ball, yakni penggalian data melalui wawancara mendalam 
dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai 
peneliti tidak menemukan informasi baru lagi / jenuh karena 
informan “ceritanya” sama saja dengan informan – informan 
sebelumnya. 
 
E.   Analisis Data 
 Dengan menuliskan analisis data pada dasarnya peneliti 
mengungkapkan bagaimana langkah – langkah menyederhanakan 
data yang dikumpulkan yang semakin menumpuk itu 
(Hamidi,2005:80). Menyederhanakan data berarti mengubah tampilan 
data sehingga lebih mudah dipahami. Analisis data juga berarti 
prosedur memilah atau mengelompokkan data yang sejenis baik yang 
menurut permasalahannya maupun bagian – bagiannya. Senada 
dengan pendapat di atas.  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif pada prinsipnya berproses secara induksi-interpretasi-
konseptualisasi. Data akan dikumpulkan dan dianalisis setiap 
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meninggalkan lapangan. Secara umum sebenarnya proses analisis 
telah dimulai sejak peneliti menetapkan fokus, permasalahan dan 
lokasi penelitian, kemudian menjadi intensif ketika turun ke lapangan. 
Dengan kata lain peneliti akan menerapkan kriteria eksklusif-
inklusi data. Proses ini dilakukan untuk membuang yang tidak atau 
kurang relevan dan memasukkan data yang relevan untuk menjawab 
masalah penelitian, yang kemudian dipergunakan untuk memperoleh 
data yang secara meyakinkan menopang terciptanya suatu konsep 
atau terbangunnya suatu pernyataan teoritik. 
Proses kategorisasi atau konseptualisasi data akan terus digali, 
sambil membandingkan dan mencari hubungan antara konsep sampai 
melahirkan hipotesis – hipotesis. Proses ini akan bergerak sejak awal 
pengumpulan data, bekerja secara simultan, semakin kompleks atau 
rumit, tetapi sekaligus semakin mengarah pada proses munculnya 
hipotesis dan sampai pada titik tidak terdapat lagi informasi baru 
sehingga berkembang menjadi suatu tesis yang didukung oleh data 
sesuai dengan tujuan penelitian. Konsep Kapasitas Pengarusutamaan 
Gender sebagai kata kunci penelitian akan difokuskan kedalam 
konsep kesetaraan gender, yakni penafsiran informan terhadap 
lingkungan sekelilingnya dikaitkan dengan perasaan bahwa 
lingkungan telah atau belum menganggap bahwa laki – laki dan 
perempuan memiliki kesetaraan dalam memperoleh kesempatan dan 
menikmati hasil – hasil pembangunan ( kesetaraan Gender). 
 
E.     Teknik pemeriksaan keabsahan data 
Agar keabsahan data teruji tingkat kredibilitas, transferabilitas, 
dependebilitas, dan konformabilitasnya maka dilakukan pemeriksaan 
keabsahannya (Hamidi,2005:82). Untuk menguji Keabsahan data yang 
dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Trianggulasi. 
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Menurut Moleong (2006:330), trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
itu. Dengan trianggulasi memungkinkan diperoleh variasi informasi 
seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnya (Kanto,1998). Menurut 
Denzin dalam Moleong (2006:330) lengkapnya (Kanto,1998). Menurut 
Denzin dalam Moleong (2006:330) trianggulasi dibedakan menjadi 
empat macam, yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 
sumber, metode, penyidik, an teori.  
Menurut Hamidi (2005:82) Trianggulasi sumber data berarti 
informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti diuji oleh 
anggota tim yang lain. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa 
trianggulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 
dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam 
Moleong,2006:330) Trianggulasi metode berarti menggunakan data 
yang sesuai dengan cara membandingkan suatu metode untuk 
mendapatkan data dengan metode yang lain. Trianggulasi penyidik 
berarti data atau informasi yang diperoleh oleh seorang anggota tim 
peneliti diuji oleh anggota tim yang lain. Sedangkan trianggulasi teori 
adalah menguji apakah data yang didapat memiliki keparalelan 
penjelasan dan analisa atau tidak antara satu teori dengan yang lain 
terhadap data hasil penelitian.    
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.   Gambaran Umum Kabupaten Jember  
Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 
6027’29’’ s/d 7014’35’’ Bujur Timur dan 7059’6’’ s/d 8033’56’’ Lintang 
Selatan berbentuk dataran ngarai  yang subur pada bagian Tengah 
dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sebatas Utara 
dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dan 
Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satu pulau yang aada di 
wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada 
dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangan-
nya cukup pesta dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di 
kawasan Timur Jawa Timur, (data  Error! Hyperlink reference not 
valid. ).  
Kabupaten Jember adalah sebuah kawasan yang terletak pada 
bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 
Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara. 
Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di 
sebelah Timur, dan dengan Samudera Indonesia di sebelah selatan. 
Menurut buku Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2005/2006       
(sebagian besar data dalam subbab Gambaran umum Kabupaten 
Jember diambil dari buku ini ) Kabupaten Jember meliputi wilayah 
seluas 3.293,34 km2 , dengan karakter topografi berbukit hingga 
pegunungan di sisi Utara dan Timur serta merupakan dataran subur 
yang luas kearah selatan. 
Secara topografi, beberapa kecamatan merupakan hamparan 
yang relatif datar atau dengan kemiringan antara 02 sampai 20. 
Kecamatan-kecamatan datar antara lain adalah Kencong, Ajung, 
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Balung, Umbulsari, Jombang dan Sumbersari. Sedangkan yang 70% 
atau sekitar 365,48 km2 , adalah kecamatan yang wilayahnya berupa 
pegunungan, seperti kecamatan Tempurejo, dengan kemiringan rata – 
rata di atas 402. Dari segi kemiringan wilayah, 37,68% atau sebagian 
besar wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian 500 
sampai1000 meter di atas permukaan laut.  
Ditinjau dari segi administratif wilayah Jember terbagi menjadi 
31 kecamatan, 247 desa/kelurahan, 1000 dusun/lingkungan, 4.313 
Rukun warga dan 15.205 Rukun Tetangga. Di lihat dari sisi luas, 
wilayah terluas adalah kecamatan Tempurejo yang mencapai 524,46 
km2 dan yang tersempit adalah kecamatan Kaliwates dengan luas 
24,94 km2. 
Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk 
asli. Hampir semua pendatang, mengingat daerah ini tergolong 
daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di 
bidang perdagangan ,sehingga memberikan peluang bagi pendatang 
untuk berlomba – lomba mencari penghidupan di daerah ini. 
Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku 
Jawa dan Madura, di samping masih di jumpai suku – suku lain serta 
warga keturunan asing sehingga melahirkan ciri khas Jember dinamis, 
kreatif , sopan dan ramah ( http://www.pemkabjember.go.id ). 
Sebagian besar penduduk kabupaten Jember beragama Islam, 
yaitu sekitar 2.157.088 jiwa atau sekitar 98,565 %,sedangkan sisanya 
berbagi dengan berbagai agama, seperti agama protestan 15.107 jiwa, 
agama Katolik 10.836 jiwa, agama Hindu 2.175, agama Budha 1.550 
dan lain-lainnya sebanyak 981 jiwa. 
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember sebaran 
penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 
Tidak tamat/belum tamat SD sebanyak 937.424, Tamat SD 681.603, 
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Tamat SLTP sebanyak 193.083, Tamat SLTA 159.827 sedangkan yang 
tamat Akademi/Perguruan Tinggi adalah 29.916 jiwa. Kabupaten 
Jember juga dikenal sebagai kota Pendidikan. Julukan tersebut 
dikarenakan banyaknya sarana pendidikan di kabupaten ini mulai 
dari Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi ( terdapat 
11 Universitas/akademi baik Negeri maupun swasta ). 
Di bidang Profesi atau pekerjaan, sebagian besar masyarakat 
Jember bekerja di sektor pertanian, baik pertanian pangan, 
perkebunan, perikanan, dan peternakan, yakni berkisar 60% dari 
seluruh penduduk usia di atas 15 tahun yang berjumlah 1.010.333 
orang. Ditunjang oleh keadaan tanah yang luas dan subur, Kabupaten 
Jember mendapatkan predikat sebagai salah satu lumbung pangan 
Jawa Timur, hal ini tercermin pada potensi desa/kelurahan yang 
tersebar di 31 kecamatan di mana 85 persen desa/kelurahan 
berpotensi di bidang pertanian yang sebagian besar berupa 
persawahan dan perladangan. 15 persen sisanya berpotensi di bidang 
jasa/perdagangan sebesar 11 persen, dan di bidang industri sebesar 4 
persen. 
 
Tabel 1 Jumlah Pendudukan berdasarkan jenis Kelamin di tiap 
kecamatan Kabupaten Jember 
No Kecamatan 
Penduduk Jumlah  
Laki-laki Perempuan  
1 
2 
3 
4 
5 
Kencong 
Gumuk Mas 
Puger 
Wuluhan 
Ambulu 
31.322 
37.339 
51.391 
52.044 
49.095 
32.949 
38.602 
52.810 
52.929 
49.312 
64.271 
75.941 
104.201 
104.973 
98.407 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Tempurejo 
Silo 
Mayang 
Mumbulsari 
Jenggawah 
Ajung 
Rambipuji 
Balung 
Umbulsari 
Semboro 
Jombang 
Sumberbaru 
Tanggul  
Bangsalsari 
Panti 
Sukorambi 
Arjasa 
Pakusari 
Kalisat 
Ledokombo 
Sumberjambe 
Sukowono 
Jelbuk 
Kaliwates 
Sumbersari 
Patrang 
33.502 
46.266 
20.905 
27.510 
33.653 
31.808 
34.850 
35.048 
33.522 
21.644 
23.835 
46.724 
36.843 
51.868 
27.932 
17.027 
16.438 
18.417 
31.087 
27.424 
36.529 
26.327 
14.809 
44.200 
50.100 
42.700 
 
35.939 
49.416 
22.446 
29.447 
35.863 
33.550 
36.572 
36.431 
34.112 
22.131 
25.430 
49.293 
38.856 
55.109 
29.250 
19.263 
18.206 
19.172 
35.120 
28.370 
28.780 
27.780 
15.091 
49.622 
52.743 
44.370 
69.441 
95.682 
43.351 
56.957 
69.516 
65.358 
71.602 
71.479 
67.634 
43.775 
49.265 
96.017 
75.699 
106.977 
57.182 
36.290 
34.644 
37.589 
66.207 
56.368 
54.899 
54.107 
29.900 
93.822 
102.943 
87.070 
Jumlah 1.042.159 1.099.308 2.141.467 
Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka tahun 2009/2010 
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 Berdasarkan table diatas , secara keseluruhan Jumlah 
penduduk Kabupaten Jember adalah 2.141.467, dengan komposisi 
laki-laki dan perempuan, nampak bahwa di Kabupaten Jember jumlah 
penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding 
dengan jumlah laki-laki. Komposisi ini juga terjadi pada setiap 
Kecamatan yang ada. Artinya di seluruh kecamatan yang jumlahnya 
mencapai 31, komposisi penduduknya lebih banyak perempuannya. 
Jumlah di atas tentu saja dihitung dari keseluruhan penduduk 
dengan seluruh tingkatan umur. Bila dikaitkan dengan hak pilih 
(pemilihan Kepala Desa), yaitu penduduk yang telah berusia 17 tahun 
atau sudah pernah menikah, maka komposisinya akan nampak 
seperti dalam tabel 2 di bawah ini.  
 
Tabel 2 Jumlah penduduk yang berhak memilih berdasarkan jenis 
kelamin dan distribusinya di tiap kecamatan 
 
Kecamatan 
Penduduk Jumlah  
Laki - Laki Perempuan 
Kencong 
Gumuk Mas 
Puger 
Wuluhan 
Ambulu 
Tempurejo 
Silo 
Mayang 
Mumbulsari 
Jenggawah 
23.618 
27.830 
40.339 
39.905 
38.209 
24.274 
34.919 
16.120 
19.444 
28.431 
24.805 
28.521 
41.415 
38.867 
36.960 
24.784 
35.092 
16.120 
21.731 
29.427 
48.423 
56.351 
81.754 
78.772 
75.169 
49.058 
70.011 
17.307 
41.675 
57.858 
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Ajung 
Rambi puji 
Balung 
Umbulsari 
semboro 
jombang 
sumber baru 
Tanggul 
Bangsal Sari 
Panti 
Sukorambi 
Arjasa 
Pakusari 
Kalisat 
Ledokombo 
Sumberjambe 
Sukowono 
Jelbuk 
Kaliwates 
Sumbersari 
Patrang 
23.905 
26.937 
27.009 
25.553 
15.661 
19.074 
31.911 
27.414 
37.683 
21.041 
13.488 
12.443 
13.885 
24.949 
21.422 
20.315 
19.476 
10.365 
35.017 
35.894 
30.973 
24.954 
28.406 
27.584 
25.661 
16.060 
19.662 
33.946 
29.422 
39.829 
21.476 
13.971 
13.173 
15.227 
26.655 
22.557 
22.171 
21.059 
11.306 
37.391 
39.010 
32.558 
48.859 
55.343 
54.583 
51.164 
31.741 
38.736 
65.857 
56.836 
77.522 
42.517 
27.459 
25.616 
29.112 
51.604 
42.979 
42.486 
40.535 
21.671 
72.408 
74.904 
63.531 
Jumlah 778.034 820.937 1.608.971 
 
Sumber : Kaleidoskop Pilkada 2009 di Kota Tembaku, data diolah 
 
Dalam tabel diatas tersebut jelas setelah jumlah penduduk 
“disaring” sehingga tinggal yang berhak memilih saja, komposisi 
penduduk di mana perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah 
penduduk laki-laki tetapi saja sama. ini berarti baik berdasarkan 
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tingkatan umur maupun sebenarnya di setiap kecamatan komposisi 
tersebut masih tetep solid.  
 
B.    Pemangku Kepentingan Pemilihan Umum Kepala Desa 
  Stake holder ( pemangku kepentingan) dalam proses 
pemilihan Kepala Desa melibatkan banyak pihak. Mulai pemerintah 
Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pan. Pilkades), sampai dengan 
masyarakat desa pada umumnya, baik sebagai peserta pemilihan 
maupun sebagai pemilih biasa. Masing-masing pihak memiliki tugas 
dan fungsinya sebagaimana di atur dalam kebijakan yang melandasi 
Proses Pemilihan Kepala Desa. Di Kabupaten Jember. 
Banyaknya pemangku kepentingan dalam proses Pemilihan 
Kepala Desa, bila dikelompokkan menurut fungsinya menjadi tinggal 
dua, yaitu fungsi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 
dan fungsi peserta Pilkades. Karena fungsi penyelenggara terdiri dari 
beberapa orang yang saling bekerja sama satu sama lain dalam rangka 
mencapai tujuan, yaitu terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa 
secara aman, tertib dan lancar maka layak kiranya fungsi tersebut 
dinamakan “organisasi”. Dengan demikian dalam rangka 
penyelenggaraan Pilkades, dan Organisasi Peserta Pilkades. 
Organisasi Penyelenggara Pilkades terdiri dari orang-orang, 
seperangkat aturan dan di wadahi, serta mempunyai fungsi untuk 
merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, memantau, dan 
mensahkan Kepala Desa Terpilih. 
Organisasi ini terdiri dari: Tim Pemantau, Muspika, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pan. Pilkades. Sedangkan yang 
termasuk dalam organisasi Peserta Pilkades adalah para kandidat 
Kepala Desa dengan susunan organisasi yang mereka bentuk sendiri, 
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dan masyarakat pemilih. 
Di Kabupaten Jember, Keputusan Bupati yang menjadi dasar 
dibentuknya Tim Pemantau ini bahkan dibuat dua kali dalam tempo 
yang relatif pendek, yaitu Keputusan Bupati Jember 
No.188.45/81/012/2007 yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2007. 
Jadi hanya berselang sekitar lima bulan, Keputusan Bupati tersebut 
sudah dilakukan perubahan. Menurut salah satu staf Bagian 
Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Jember, perubahan tersebut 
dilakukan karena “permasalahan Pemilih Kepala Desa yang muncul 
di lapangan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pelibatan lebih 
banyak lagi pihak yang dianggap kompeten dalam pemecahannya” ( 
Nurul Hafid, anggota Tim Pemantau ). 
Berdasarkan Kep.Bup 188.45/282/012/2006 susunan 
keanggotaan Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
terdiri dari: 
1. Ketua  Sekretaris Daerah Kabupaten Jember  
2. Wakil Ketua Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Jember  
3. Sekretaris Kepala Bagian Pemerintah Desa Satda Kab. 
Jember 
4. Anggota a. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Jember; 
b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas    
Kab. Jember;  
c. Kepala Kantor Polisi Pamong Proja Kab.    
Jember; 
d. Pasi Ops Kodim 0824 Jember;  
e. Kasat Itelkom Polres Jember;  
f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda  Kab. 
Jember;  
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g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda    Kab. 
Jember; h. Kasubbag Perangkat dan Administrasi 
Bagian Pem Desa Setda  
h. 6 (enam) orang staf Bagian Pemerintahan Desa 
Setda  
 
 Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), terdiri dari 
Camat,Danramil, Kapolsek, tugasnya adalah melakukan seleksi 
administrasi bakal calon bersama-sama dengan UPTD pendidikan 
setempat dan melakukan wawancara terhadap bakal calon bersama-
sama dengan Ketua Panitia. UPTD pendidikan melakukan tugas 
menyeleksi bakal calon Kades bersama-sama dengan Muspika, 
terutama berkaitan dengan keabsahan Ijazah yang digunakan sebagai  
syarat pendaftaran.  
BPD (Badan Permusyawaratan Desa), adalah wakil dari 
penduduk desa bersangkutan keterwakilan wilayah yang ditetapkan 
dengan cara musyawarah dan munafakat (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa). Susunan 
keanggotaan BPD meliputi: Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris ; Anggota. 
Jumlah keanggotaan BPD antara satu desa dengan desa yang lainnya 
berbeda, hal ini dimungkinkan karena dalam PP 72/2005 dijelaskan 
bahwa susunan keanggotaan BPD paling sedikitnya lima orang, dan 
sebanyak-banyaknya sebelas orang, tergantung kepada kepadatan 
jumlah penduduk dan luasnya wilayah desa yang bersangkutan. 
Calon Kepala Desa, adalah warga desa setempat yang 
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku 
dan berminat mencalonkan diri sebagai  Calon Kepala Desa. Untuk 
mencapai tujuannya tersebut biasanya salon Kades membentuk suatu 
organisasi pemenang pemilihan Kades dengan susunan dan nama 
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organisasi beragam. 
Pemilihan adalah warga Desa setempat yang telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan, sehingga untuk itu yang 
bersangkutan di beri hak untuk memilih. Pada umumnya warga yang 
berhak memilih adalah mereka yang telah berusia tujuh belas tahun 
pada saat pemungutan suara, atau pernah menikah. Kedudukan 
pemilih ini sangat strategis, mereka menjadi sasaran pencari simpati 
para calon Kades. Para calon Kades sering kali memberi mereka uang 
atau pemberi dalam bentuk yang lain agar pada saat pemungutan 
suara para pemilih yang simpati terhadap satu calon Kades tertentu 
mereka tidak segan-segan bergabung dalam Tim Pemenang Pilkades 
walau tanpa imbalan apapun, bahkan rela menyumbangkan harta 
bendanya untuk kemenangan calon Kades “jagoannya”. 
 
C. Mekanisme Rekuitmen dan Proporsi Gender dalam Organisasi 
Penyelenggara Pemilih Kepala Desa 
1. Mekanisme Rekruitmen 
Pada umumnya, pola rekruitmen dalam proses Pilkades dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: cara Penunjukan, dan cara 
pemilihan. Cara penunjukan yaitu suatu cara untuk mendapatkan 
seseorang atau orang-orang ke dalam organisasi dengan cara ditunjuk 
atau ditentukan begitu saja oleh pihak yang berwenang tanpa 
memberi kesempatan pada orang lain yang mungkin berminat atas 
jabatan tersebut. Karena pola ini tidak memberi kesempatan bagi 
pihak-pihak lain yang berminat untuk menduduki suatu jabatan, 
maka Pola rekruitmen tersebut layak untuk diberi nama “pola 
tertutup”. Cara pemilihan, adalah suatu cara mendapatkan orang 
yang akan duduk dalam suatu jabatan tertentu, dengan cara memberi 
kesempatan pada masyarakat luas, maka dilakukan pemungutan 
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suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dia lah yang berhak 
untuk menduduki jabatan yang diinginkan. Karena cara ini 
memberikan kesempatan pada semua pihak yang memenuhi 
persyaratan untuk dipilih maka pola rekruitmen ini layak disebut 
dengan “pola terbuka”. 
Dapat dilihat bahwa pola rekruitmen Tim pemantau, Muspika, 
dan UPTD Pendidikan adalah tertutup, artinya mereka yang 
menduduki posisi tersebut didasarkan atas penunjuk. Sedangkan BPD 
dan Pan. Pilkades dikatakan memiliki pola rekruitmen semi terbuka 
karena pada saat pembentukannya atas dasar penunjukan tapi untuk 
menentukan pimpinan nya, mereka melakukan musyawarah                
( wawancara dengan Ketua BPD Jelbuk dan Mantan Kades Desa Seruni ). 
 
2. Proporsi Gender dalam Organisasi Penyelenggara Pilkades      
Proporsi gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
perbandingan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang terdapat 
dalam organisasi penyelenggara Pilkades, termasuk juga 
perbandingan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di Kabupaten 
Jember. 
 
Tabel  3 Perbandingan Laki-laki dan perempuan yang duduk dalam 
susunan organisasi BPD di Kabupaten Jember 
 
Jabatan 
Jenis Kelamin  
Jumlah 
Laki-laki Perempuan  
Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 
Anggota 
166 
165 
149 
1659 
0 
1 
17 
32 
166 
166 
166 
1691 
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Jumlah  2139 50 2189 
 
Sumber: Pengurus BPD Se Kabupaten Jember tahun 2010, data diolah 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 2189 pengurus BPD, 
2139 di antaranya adalah laki-laki, sedangkan yang 50 orang adalah 
perempuan. Dari 50 orang perempuan, hanya terdapat 18 orang yang 
menduduki posisi inti, yaitu sebagai Wakil Ketua , 1 orang; sebagai 
Sekretaris 17 orang. Dengan kata lain dominasi laki-laki dalam 
kepengurusan BPD mencapai 97,71 %, sedangkan sisanya, yaitu 2.29% 
adalah perempuan. Sementara itu dalam kepengurusan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa, proporsi laki-laki dan perempuan dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini,  
 
Tabel 4  Perbandingan Laki-laki dan perempuan yang duduk dalam 
Susunan Panitia Pilkades Kabupaten Jember 
Jabatan 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 
Wk. Sekretaris 
Bendahara 
Seksi-seksi 
45 
45 
43 
22 
36 
978 
0 
0 
2 
2 
9 
146 
45 
45 
45 
24 
45 
1124 
Jumlah  1169 156 1325 
 
 Sumber: Laporan Pelaksana Pilkades se Kabupaten Jember 2009-2010, 
Data diolah 
 Seharusnya, jumlah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris 
masing-masing sebanyak 166 orang sesuai dengan banyaknya desa 
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yang telah melaksanakan Pilkades. Namun sampai akhir penelitian, 
peneliti hanya mampu mengumpulkan sebanyak seperti yang 
tertuang dalam tabel 4 di atas. Untuk kepentingan analisis, jumlah 
data yang didapatkan akan dikonversikan dengan data yang 
seharusnya, agar data yang dianalisis mendekati data yang 
sebenarnya. 
Seksi-seksi dalam Panitia Pilkades terdiri dari seksi Hubungan 
Masyarakat, Pendaftar Pemilih, seksi Perlengkapan, seksi konsumsi, 
seksi dokumentasi, seksi keamanan, seksi transportasi, dan seksi 
Kesehatan. Adapun jumlah masing-masing seksi setelah dikonversi 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5 Gender dalam Seksi-seksi Kepanitiaan Pilkades 
Jabatan 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
Humas 
Pantarlih 
Perlengkapan 
Konsumsi 
Dokumentasi 
Keamanan 
Transportasi 
Kesehatan  
225 
1162 
719 
225 
240 
837 
136 
63 
0 
77 
4 
365 
11 
0 
0 
81 
225 
1239 
723 
590 
251 
837 
136 
144 
Jumlah  3607 538 4145 
 
Sumber: Hasil Konversi data , berdasarkan tabel 5 
Komposisi gender di atas menunjukkan bahwa pada posisi 
laki-laki, masih dominan. Hanya pada seksi konsumsi saja jumlah 
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perempuan nampak lebih banyak, namun demikian perbedaannya 
tidak terlalu tajam. Sebab dalam pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh 
perempuan, laki-laki pun ternyata juga ambil bagian, bahkan 
jumlahnya mencapai sekitar 61% dari jumlah perempuan yang 
menjadi seksi konsumsi. 
  
D. Pemahaman Informasi terhadap Kebijakan Pengarusutamaan 
Gender  
Dasar Kebijakan dalam Pemilihan Kepala Desa produk 
Pemerintah Kabupaten Jember adalah Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 
Desa, Peraturan Bupati Jember nomor 78 Tahun 2006 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember,  dan 
Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2007 tentang Perubahan 
Petunjuk Teknis Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. 
Secara khusus dalam pasal-pasal kebijakan-kebijakan di atas 
tidak ada yang menyinggung tentang kesetaraan gender, bahkan 
dalam kosiderannya pun Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tidak 
dicantumkan. Diktum pasal satu-satunya yang memungkinkan laki-
laki maupun perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pencalonan 
dirinya sebagai Kepala Desa adalah diktum mengenai Persyaratan 
Calon Kepala Desa Pasal 26 (1) Perda no. 6/2006 yang berbunyi “yang 
dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga 
Negara Republik Indonesia dengan persyaratan … “. Walaupun pasal 
ini tidak secara spesifik mengatur mengenai kesetaraan gender, 
namun kata-kata “… penduduk desa Warga Negara Republik 
Indonesia …” dapat ditapsirkan sebagai persamaan hak antara laki-
laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk 
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menjadi Kepala Desa. 
Apakah para pemangku kepentingan pemilihan Kepala Desa 
terutama para anggota organisasi penyelenggara Pilkades telah 
memahami Inpres 9/2000? Peneliti telah melakukan wawancara 
dengan informan yang mewakili Tim Pemantau, Muspika, maupun 
anggota BPD. Seorang staf pemerintah Desa Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jember yang bertugas sebagai salah satu Tim Pemantau 
Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, dan Anggota Muspika, Kasi Kesos 
serta staff pemerintahan Kecamatan Ambulu ketika ditanya secara 
terpisah tentang pemahamannya terhadap Inpres 9/200 mereka 
mengatakan: 
 
“ Instruksi Presiden no.9/2000 ? ....eee..kok dengar ya. Begini 
mbak, yang terpenting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepal Desa 
itu     adalah bagaimana pemilihan dapat berjalan secara aman, 
tidak ada gangguan,     tidak ada masalah apa-apa, itu saja” (Kasi 
Kesos Ambulu). 
 
Sementara itu Sumarno (Staff Pemerintahan Kecamatan 
Ambulu) dengan nada yang hampir sama mengatakan: 
“ …. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana Panitia 
Pemilihan Kepala Desa dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan 
baik, sebab pihak kecamatan tidak terlibat secara langsung”  
 
Memperhatikan jawaban dua informasi yang ditanya tentang 
Inpres 9/2000, nampaknya mereka tidak memahaminya, yang 
menjadi tujuan utama bagi mereka adalah bagaimana suatu perlihatan 
pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar dan aman dan 
lancar, selebihnya kurang menjadi perhatian. Tetapi ketika peneliti 
menjelaskan bahwa instruksi dari presiden  tersebut adalah tentang 
pengikut sertaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, atau pemberian Akses, kesempatan, 
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partisipasi, yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam 
pembangunan Nasional termasuk dalam Pemilihan kepala Desa, para 
Informan memberikan pendapatnya: 
 “kalau tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, 
memang secara khusus tidak pernah dibicarakan, tapi kan… dalam 
persyaratan Kepala Desa ada kata-kata Penduduk Desa Warga 
Negara republik Indonesia, nah penduduk desa itu kan terdiri dari 
laki-laki dan perempuan. Jadi sebetulnya kesetaraan gender itu 
sudah termasuk di dalam peraturan di dalam Pilkades” ( Drs. Hari 
Triyanto, Kasi Kesos Kecamatan Ambulu). 
 
Upaya pensosialisasian kesetaraan gender dalam proses 
pemilihan Kepala Desa oleh penyelenggara Pilkades sebetulnya sudah 
dilakukan, misalnya dalam setiap kesempatan pertemuan dengan 
masyarakat sering kali dikatakan bahwa baik laki-laki maupun 
perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi Kepala Desa, 
seperti yang dilakukan oleh Pak teguh, beliau dalam kesempatan 
sosialisasi Pilakades selalu menekankan bahwa perempuan itu boleh 
menjadi pemimpin, kecuali “Panglima”. Berikut ini adalah 
penuturannya. 
 
  “ini anekdot ya… kan sudah saya katakan pada waktu itu 
sosialisasi Pilkades, Bupati boleh perempuan, Kepala Desa boleh 
perempuan, ya… terus Presiden boleh perempuan. Panglima 
jangan perempuan, panglima tidak ada. Selama ini saya nggak tau 
panglima itu perempuan, karena memang kodratnya. Ini anekdot, 
coba sampean perhatikan…panglima, pang..pang.. karena kalau 
perempuan kan hanya punya pang empat, 
satu…dua…tiga…empat…( sambil menunjuk kedua tangan dan 
kakinya ), kalau laki-laki pangnya kan lima, 
satu…dua…tiga…empat…lima (pada saat mengatakan lima dia 
menunjuk ke arah kelaminnya), jadi panglima itu nggak pernah 
perempuan, ha…ha…ha…’( Pak Teguh, Kecamatan Jelbuk). 
 
Terlepas dari keberhasilan atau tidak keberhasilannya para 
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penyelenggara pemilihan Kepala Desa dalam mensosialisasikan 
kesetaraan gender sebagaimana di amanatkan dalam Inpres 9/2000, 
tetapi secara umum masyarakat Kabupaten Jember, dapat menerima 
Kepala Desa Perempuan, seperti yang disampaikan oleh Bapak. Hafid 
di bawah ini: 
 “ untuk masyarakat Jember dari hasil pemantauan yang 
dilaksanakan itu kebanyakan tidak merasa keberatan, dan tidak 
menjadi kendala atau permasalahan selam ini dalam proses 
pelaksanaan pemilihan Kepal desa” ( Nurul Hafid, anggota tim 
Pemantau Pelaksanaan Pilkades )  
 
Namun demikian, masih ada juga sebagian masyarakat yang 
menolak calon Kepala Desa perempuan, hal ini pada umumnya 
didasarkan pada tafsir agama, seperti yang dituturkan oleh bapak 
Rosidi, SH. Mantan kepala desa Sruni Kecamatan Jenggawah dua kali 
Periode jabatan. Menurut beliau pada istrinya dicalonkan sebagai 
Kepala Desa ada sebagian masyarakat yang mengaku dirinya sebagai 
tokoh masyarakat mempropagandakan bahwa menurut ajaran Islam, 
perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Walau di duga bahwa 
propaganda tersebut sengaja di lontarkan oleh “ lawan Politik”nya, 
namun pada kenyataannya kandidat perempuan ( istri Mantan kades 
lama) tidak terpilih, bahkan perolehan suaranya menduduki 
peringkat terendah dibandingkan tiga kandidat Kades laki-laki 
lainnya.  
 
E. Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten  
a. Pembentukan Tim Pemantau 
Di Kabupaten Jember, pelaksana Pemilihan Kepala Desa 
diawali dengan dibentuknya Tim Pemantau Pelaksana Pemilihan 
Kepala Desa oleh Bupati Jember MZA Djalal dengan Keputusan 
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Bupati Jember Nomor 188.45/282/012/2006. Dari dua belas anggota 
Tim Pemantau Pelaksana Pemilihan Kepala Desa di atas semuanya 
adalah laki-laki. 
 Setelah mengamati permasalahan di lapangan yang semakin 
komplek, keanggotaan Tim Pemantau yang telah dibentuk tersebut 
dipandang kurang efektif. Karenanya, dalam rangka untuk dapat 
menyelesaikan permasalahan yang semakin komplek tersebut 
dipandang perlu dilakukan penambahan-penambahan personil yang 
diambil dari berbagai unsur terkait. Terhitung sejak tanggal 16 Maret 
2007, diberlakukan Keputusan Bupati yang baru no.188.45/ 
18/012/2007, dengan susunan jumlah keanggotaan tim Pemantau 
Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menjadi Kepala Desa menjadi 17 
(tujuh belas), dan semuanya adalah laki-laki. 
 Adapun tugas dari Tim Pemantau, menurut Kep.Bup. 
No.188.45/81/012/2007 adalah: 
1. Mengadakan rapat pra pelaksana pemilihan Kepala Desa di 
Tingkat Kabupaten; 
2. Mengadakan sosialisasi petunjuk teknis pelaksana pemilihan 
Kepala desa kepada Camat; 
3. Mengadakan sosialisasi petunjuk teknis pelaksana pemilihan 
Kepala desa kepada desa yang bersangkutan  
4. Melaksanakan pemantau terhadap setiap desa yang melaksanakan 
pemilihan kepala Desa; 
5. Apabila dalam pemantau ditemukan ketidak siapan pelaksanaan 
pemilihan kepala Desa, maka tim Pemantau membekukan 
sementara sampai Panitia benar-benar siap melaksanakan 
pemilihan Kepala desa; 
6. Melaporkan hasil pemantau pelaksana pemilihan Kepala Desa 
kepada Bupati. 
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b. Pelaksana Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Jember  
Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, 225 Desa 22 
Kelurahan.  
Terhitung sejak 21 November 2009 sampai dengan 10 
September 2010 telah dilakukan 166 Pemilihan Kepala Desa secara 
langsung. Pada saat penelitian berakhir ke lima puluh sembilan Desa 
lainnya belum menyelesaikan Pemilihan Kepala desa (Pilkades), maka 
dari itu penelitian ini “dibatasi” hanya Kepala Desa yang 
dilaksanakan setelah tanggal 10 September 2010 tidak menjadi bagian 
dari penelitian ini. 
Dari 31 Kecamatan yang ada di Jember, tiga di antaranya 
adalah Kecamatan kota, dan bagian pemerintahan terendah di bawah 
camat adalah Kelurahan. Untuk itu kelurahan-kelurahan yang ada di 
bawah kecamatan kota tidak melakukan pemilihan Kepala Desa, 
karena perangkat Kelurahan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil 
Kabupaten. Dengan demikian Kecamatan yang desa-desanya 
melakukan pemilihan Kepala Desa adalah desa-desa yang berada di 
luar kota, yang jumlahnya mencapai 28 Kecamatan. Dari jumlah 
tersebut terdapat 24 Kecamatan yang di Desanya terdapat perempuan 
yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.  
     
F. Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan  
Dalam bagian ini dipaparkan proses Pemilihan Kepala desa di 
tingkat kecamatan. Sebagian pembanding diambil dua kecamatan, 
yaitu Kecamatan Jelbuk sebagai respresintasi masyarakat dengan 
mayoritas etnis Madura, dan Kecamatan Ambulu sebagai 
respresintasi masyarakat dengan mayoritas etnis jawa. 
a. Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Jelbuk 
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1. Kondisi Umum Kecamatan Jelbuk  
Menurut buku Data Potensi Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk 
terletak di bagian paling ujung sebelah utara di Kabupaten Jember 
mempunyai luas wilayah 51,02 Km2 dengan ketinggian rat-rata 35 
m dari atas permukaan laut. Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 desa 
yaitu: Panduman, Jelbuk, Sukowiryo, Suger Kidul, Sulojember, 
Sucopangepok. Batas  Kecamatan Jelbuk yaitu: sebelah Utara 
berbatasan dh Kecamatan Maesan, di sebelah Timur berbatasan 
dengan Kecamatan Kalisat, sebelah Selatan dengan Kecamatan 
Arjasa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan Hiyang 
  Sebagai wilayah yang mayoritas dihuni oleh etnis Madura. 
Masyarakat Desa Jelbuk menggunakan bahasa Madura dalam 
bahasa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarganya maupun 
dalam pergaulan dengan sesama teman sehari-hari. Kegiatan 
seperti pengajian, hataman, dan lain-lain kegiatan keagamaan Islam 
menjadi pandangan sehari-hari di Jelbuk. Kesenian sebagai sarana 
ekspresi budaya masyarakat setempat paling menonjol adalah 
Ludruk. Hanya ada satu group ludruk di Jelbuk. Selain itu kesenian 
satu-satunya yang juga merupakan kebanggaan masyarakat Jelbuk 
adalah Can-macanan Kaduk, atau sering juga dinamakan Tak-
Butakan. Kesenian ini selalu ditampilkan setiap ada perayaan, 
bahkan di jadikan saran ritual dalam acara “bersih Desa”. Menurut 
daerah asal pada saat itu dalam keadaan kacau, maka sebagian 
warganya mengungsi dan di antaranya sampai di Jelbuk dengan 
membawa dan melestarikan kesenian tersebut di tempatnya yang 
baru.  
 
2)  Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Jelbuk 
 Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan 
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Umum Daerah (KPUD) bahwa jumlah penduduk Kecamatan 
Jelbuk yang memiliki hak pilih sebanyak 21.671 jiwa, terdiri dari 
laki-laki 10.365 jiwa, dan perempuan sebanyak 11.306 jiwa yang 
tersebar di enam Desa se Kecamatan Jelbuk sebagaimana terpapar 
dalam tabel berikut ini, 
Tabel 6 Jumlah pemilih se Kecamatan Jelbuk 
No Nama Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Panduman  
Jelbuk 
Sukowiryo 
Sugerkidul 
Sukojember  
Sucopangepok  
2.203 
1.266 
1.598 
.271 
2.058 
1.969 
2.448 
1.336 
1.870 
1.336 
2.147 
2.149 
4.651 
2.602 
3.468 
2.627 
4.205 
4.118 
Jumlah 10.365 11.306 21.671 
 
Sumber : Kaleidoskop Pilkada 2009 dinamika Pilihan langsung Kota  
Tembakau 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk 
laki-laki. Dari jumlah di atas penduduk Kecamatan Jelbuk yang 
mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa sebanyak 27 orang, 
yang tersebar di desa-desa dengan komposisi calon laki-laki dan 
calon perempuan sebagai berikut: 
Tabel 7 Jumlah Penduduk yang Mencalonkan sebagai Kepala Desa 
No Nama Desa 
Calon Kades 
Jumlah 
Laki-laki perempuan 
1 
2 
Panduman  
Jelbuk 
2 
4 
1 
5 
3 
9 
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3 
4 
5 
6 
Sukowiryo 
Sugerkidul 
Sukojember  
Sucopangepok 
3 
- 
7 
3 
1 
- 
1 
- 
4 
- 
8 
3 
Jumlah 19 8 27 
 
 Sumber: Data diolah berdasarkan Berkas Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pilkades 2009 di setiap Desa se Kecamatan Jelbuk 
 
 Dari pencalonan Kepala Desa yang diikuti baik laki-laki 
maupun perempuan, di Desa Panduan, dan di Desa Jelbuk 
pemenangnya adalah Perempuan, yaitu berturut-turut Hj. Murtini 
dan Ibu Suciati. Sedangkan tiga Desa lainnya dimenangkan oleh 
kandidat laki-laki. 
Pada saat penelitian ini berakhir, desa Sugerkidul belum 
melaksanakan Pilkades, namun menurut informasi dari kades 
Jelbuk, ibu Suciati dan bpk. Teguh seorang staf bagian 
pemerintahan di Kecamatan jelbuk menyatakan bahwa di desa 
Sugerkidul bakal ada calon Kades perempuan. Bpk. Teguh 
mengatakan: 
 
“ nah..ini seperti Suger yang agamis, pondok pesantrennya 
banyak ternyata muncul calon perempuan. Kita lihat nanti pada 
hari H, kalau dia terpilih berarti pondok mendukung.” 
 
     Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa di Desa Sugerkidul 
akan ada kandidat Kades perempuan walau jadwal Pilkades masih 
belum di tetapkan. Disinggung mengenai Desa Sucopangepok yang 
tidak ada calon perempuannya Bpk. Teguh mengemukakan 
pandangannya: 
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“….karena potensi daerahnya pegunungan, kalau orang 
perempuan ya berpikir panjang karena pegunungan. Dari kantor 
desa mau ke dusun itu melalui desa lain, atau melalui kecamatan 
lain seperti contoh dari Lengkong, Sucopangepok, panjenengan 
mau ke desa Pangepok …Ibu kotanya…mau ke dusun lengkong 
harus melalui Maesan, berkilo – kilo. Kalau perempuan mungkin 
masih berpikir kesana, satu kesana…karena keadaan geografi 
wilayah pangepok. Terus kedua memang sumber daya manusia. 
kebanyakan kalu di desa pangepok keluar SD biasanya mondok, 
selain mondok kawin..” 
 
Ditanya dengan permasalahan yang sama, seorang informan 
mengatakan:  
“ jangankan perempuan, laki – laki saja sulit untuk mencari yang 
lulusan SMP, padahal salah satu persyaratan untuk mencalonkan 
diri sebagai Kepala Desa minimal harus lulus SMP. Bahakan 
sudah dua periode berturut – turut Desa Sucopangepok kepala 
Desanya berasal dari pendatang”( H. Yusuf). 
 
Singkatnya, jumlah penduduk Jember tahun.2010 sebesar 
2.141.467 jiwa, terdiri dari perempuan : 1.099.308 jiwa. Laki – laki : 
1.042.159 jiwa. Dari jumlah di atas yang telah memiliki hak pilih 
sebanyak 1.608.971 jiwa, yang terdiri dari: Perempuan sebanyak 
820.937 jiwa, dan laki – laki sebanyak 778.134. Jumlah Kecamatan di 
Kabupaten Jember sebanyak 31 kecamatan, kecamatan yang masuk 
dalam kecamatan kota sebanyak 3 kecamatan. Jadi hanya 28 
kecamatan yang desanya berhak untuk melakukan pemilihan 
Kepala Desa. Jumlah desa di Kabupaten Jember 225 desa. Dari 
jumlah tersebut terdapat hanya 53 desa yang terdapat kandidat 
perempuan. Kandidat perempuan 59 orang, sedangkan laki – laki 
sekitar 504 kandidat. Yang berhasil terpilih, perempuan sebanyak 
19 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 147 orang. Jumlah ini tidak 
proporsional bila di bandingakn dengan proporsi penduduk laki – 
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laki dan perempuan.  
 
b. Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ambulu  
1) Kondisi umum  
 Ambulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember yang 
menurut letak geografisnya berbatasan dengan: sebelah Utara Kecamatan 
Jenggawah, di sebelah Timur Kecamatan Tempurejo, sebelah Selatan 
Lautan Indonesia ( pantai Watu Ulo) dan sebelah Barat Kecamatan 
Wuluhan. Kecamatan Ambulu mempunyai luas wilayah 104,56 km2 
dengan ketinggian rata – rata 18m dari atas permukaan laut. Kecamatan 
Ambulu terdiri dari 7 desa yaitu : Sumberejo, Andongsari, 
Sabrang,Tegalsari,Ambulu,Pontang,Karanganyar,dengan jumlah Dusun 
27 buah, RW 193 RW dan RT 608 RT. Seluruh Desa berkualifikasi Desa 
Swakarya. 
 
2)   Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ambulu 
 Jumlah penduduk di Kecamatan Ambulu secara keseluruhan 
sebanyak 98.407 jiwa, sedangkan yang berhak untuk memilih sebanyak 
75.169 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 38.209, dan 
perempuan 36.960 jiwa. 
 
 
Tabel 8 Jumlah pemilih Kecamatan Ambulu 
No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
Tegalsari  
Sabrang  
Sumberejo  
Ambulu  
3894 
5420 
8328 
5342 
4004 
5059 
8200 
5566 
7898 
10479 
16528 
10908 
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5 
6 
7 
Karanganyar 
Andongsari 
Pontang  
5198 
5907 
4120 
4773 
5521 
3837 
9971 
11428 
7957 
Jumlah 38.209 36.960 75.169 
  Sumber: Kalaidoskop Pilkada 2009, dinamika Pilihan Langsung Kota  
                 Tembakau  
    
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemilih laki-laki lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan. Komposisi 
tersebut terjadi hampir di semua Desa yang ada di Kecamatan Ambulu, 
hanya dua Desa yang jumlah pemilihnya lebih banyak perempuan, yaitu 
Desa Tegalsari dan Desa Ambulu. 
Dari tujuh Desa sekecamatan Ambulu, sampai dengan berakhirnya 
penelitian ini telah menyelesaikan lima Pemilih Kepala Desa. Dua Desa 
yang belum menyelesaikan Pilkades adalah Desa Sumberejo, dan Desa 
Tegalsari. Jumlah kandidat/calon Kades yang terdaftar sebanyak 10 
kandidat, dengan proporsi laki-laki dan perempuan sebagai berikut: 
 
Tabel 9 Jumlah Penduduk Kecamatan Ambulu yang Mencalonkan 
sebagai Kepala Desa 
No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Tegalsari  
Sabrang  
Sumberejo  
Ambulu  
Karanganyar 
Andongsari 
Pontang  
- 
2 
- 
3 
2 
3 
3 
- 
1 
- 
0 
0 
0 
0 
- 
3 
- 
3 
2 
3 
3 
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Jumlah 13 1 14 
Sumber: data diolah berdasarkan Berkas Laporan Hasil Pelaksana 
Pilkades  
   2009-2010 di setiap Desa se Kecamatan Ambulu  
 
 Paparan dalam tabel 9 tentang jumlah penduduk yang 
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Kecamatan Ambulu di atas 
menunjukkan bahwa satu-satunya Desa yang memiliki kandidat Kades 
perempuan adalah Desa Sabrang, yaitu Hj. Sumiati. Beliau adalah istri 
mantan Kepala Desa Sabrang (Bapak Mashuri) yang pernah menjabat 
Kades selama dua periode. Berdasarkan Peraturan yang berlaku beliau 
tidak dapat mencalonkan lagi sebagai calon Kepala Desa, dan ternyata 
berhasil. Pada kemenangan kali ini berarti Hj. Sumiati telah menduduki 
Jabatan Kepala Desa periode ke dua kalinya, sama dengan rekor yang 
dimiliki suaminya.  
Seperti tercantum dalam tabel di atas bahwa pada saat Pilkades 
yang diselenggarakan pada 28 Maret 2009 Desa Sabrang  memiliki tiga 
kandidat. Dua kandidat laki-laki yaitu Ir. Subiantoro, Mohammad Badri, 
dan satu-satunya kandidat perempuan yaitu Hj. Sumiati. Perolehan suara 
berturut-turut 2.798, 2.030 dan terakhir Hj. Sumiati mendapatkan 3.142 
sekaligus sebagai pemenang dalam pilkades di Sabrang.  
 
G. Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa  
a. Proses Pilakdes di Desa Jelbuk 
 Salah satu desa di kecamatan jelbuk yang memunculkan calon 
Kades perempuan terbanyak adalah Desa Jelbuk, yaitu lima kandidat 
Kades Perempuan dari keseluruhan kandidat yang berjumlah Sembilan 
orang. 
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 Sebagaimana telah di paparkan dala, sub. Bab Tinjauan pustaka, 
bahwa proses Pilakdes meliputi empat tahapan yaitu Tahapan 
Persiapan,Tahapan Pelaksanaan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan 
pengesahan,pemgangkatan dan Pelantikan Kepala Desa. 
Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa meliputi:  
1)      Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
 Mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Desa, Perda jember Nomor 6 Tahun 2006, dan Perda Nomor 
2 tahun 2006, serta memperhatikan surat Camat Jelbuk Nomor 
141/873/436.524/2006 maka ditetapkanlah Panitia Pemilihan kepala Desa 
sebagai berikut: 
Tabel 10  Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Desa jelbuk, Kecamatan Jelbuk,kabupaten Jelbuk 
No Nama Jabatan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
H. Yusuf Sumarno  
Joko Purwanto  
Saiful Bahri  
Suhartatik  
Drs. M. Nasir  
Drs. Imam Muarsin  
Suhardiyono, A.Ma 
Abdur Rahman 
Karsono  
Kusyani Yudianto 
P. Jayusman 
P. didin  
P. Ti Biudin  
P. Suswati  
Ketua  
Wakil Ketua  
Sekretaris  
Bendahara 
Seksi Dokumen & Publikasi  
Seksi Dokumen & Publikasi  
Seksi Humas  
Seksi Umum  
Seksi Keamanan  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
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15 P.Misti   Anggota  
Sumber: lampiran Keputusan BPD Jelbuk, No.03 tahun 2009 
 
 Dalam surat keputusan BPD No.03 Tahun 2009 juga di tetapkan 
mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia Pilkades, Yaitu: 
1. Melakukan penyaringan calon Kepala Desa  
2. Menetapkan Calon Kepala Desa 
3. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa 
4. Melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD 
 Menurut ketua BPD Jelbuk (Ahmad Budi Santoso, ST), proses 
pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan 
mengadakan rapat yang dihadiri selain oleh anggota BPD juga para 
Kepala Dusun Desa setempat. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa 
masing-masing Kepal Dusun mengajukan lima orang yang dipandang 
mampu untuk duduk di kepanitiaan Pilkades. Bila Desa Jelbuk memiliki 
empat dusun maka akan terkumpul setidaknya 20 nama yang kelak akan 
diseleksi untuk menjadi anggota Panitia Pilakades. 
 Selanjutnya ke 20 nama yang di ajukan oleh masing-masing Kepal 
Dusun dibawa dalam suatu rapat BPD untuk kemudian  diseleksi. Bila 
ada salah satu peserta rapat yang keberatan atas salah satu dari ke 20 
nama tersebut,secara otomatis nama tersebut tidak diproses lebih lanjut. 
Sampai pada tahapan ini ke 20 orang tersebut belum mengetahui kalau 
namanya sedang diseleksi. Ketika sejumlah nama sudah didapatkan dan 
dianggap tidak bermasalah, maka langkah berikutnya adalah 
menanyakan tentang kesediaannya untuk masuk menjadi Panitia 
Pemilihan Pilakades. 
Bila semua sudah menyatakan kesediaannya,maka langkah 
berikutnya adalah pengisian jabatan dalam struktur organisasi 
Pan.Pilkades. Guna keperluan tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada 
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semua anggota Pan. Pilkades untuk menentukan siapa yang layak untuk 
dijadikan ketua, wakil ketua dan sebagainya. Dalam penentuan 
kedudukan ini, BPD sudah tidak ikut campur di dalamnya. 
2)    Rapat Pembahasan dan Penetapan Program Kerja 
 Agar dalam pelaksanaan Pilkades memiliki acuan yang jelas, maka 
panitia Pilkades harus membuat program kerja. Dalam program kerja 
tersebut dijadwalkan mengenai tahapan – tahapan Pilkades mulai sejak 
awal sampai akhir, yang meliputi tahap persiapan, 
penjaringan,penyaringan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sampai 
dengan pertanggungjawaban Panitia.Program kerja Pan. 
3)    Rapat Pembahasan Tata Tertib 
 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dibuat sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. Tata tertib tersebut 
berisi tentang mekanisme pencalonan Kepala Desa, Pemilihan Kepala 
Desa, Pelaksanaan penghitungan suara dan ketentuan – ketentuan lain 
yang diperlukan. Dalam penyusunan Tata tertib harus berpedoman pada 
perda No.6/2006 tentang pemerintahan Desa. Setelah tata tertib dibuat 
maka diadakan sosialisasi dalam bentuk pertemuan di balai desa Jelbuk. 
4)     Penbahasan dan Pengesahan Anggaran  
 Anggaran yang dimaksudkan adalah segala biaya yang 
dikeluarkan untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa. Di Desa Jelbuk, 
penetapan besaran anggaran dimusyawarahkan antara BPD dengan 
Panitia Pilakdes, serta mengajak Pjs. Kades ( Teguh Santoso ) 
 Dalam Berita Acara Pengesahan Tata Tertib dan anggaran Pilkades 
Desa Jelbuk dinyatakan telah disepakati dan disyahkan oleh BPD tentang: 
- Tata tertib Panitia Pilkades 
- Anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 52.000.000,- 
Rekapitulasi anggaran dan biaya Pilkades Jelbuk adalah sebagai berikut : 
Sekretariat    : Rp. 19.846.000,- 
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Publikasi dan Dokumentasi : Rp.   9.500.000,- 
Konsumsi    : Rp.   5.767.500,- 
Keamanan    : Rp.   5.575.000,- 
Umum    : Rp.   9.710.000,- 
Biaya tak terduga   : Rp.   2.101.500,- 
Jumlah     : Rp.  52.500.000,- 
 
5)    Tahap Pelaksanan  
 Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan, seperti Pendaftar 
Pemilih, penjaringan Bakal Calon Kades, Kampanye sampai dengan 
pelaksanaan hari tenang. 
a)    Pendaftaran Pemilih dan Penjaringan Bakal Calon Kades  
 Pengumuman pendaftaran Bakal Calon kepala Desa Jelbuk dimulai 
pada tanggal 7 Februari 2009 dan ditutup pada tanggal 9 Februari 2009. 
Selam tiga hari masa pendaftaran terjaring 10 Bakal Calon Kepala Desa 
yang mendaftarkan diri di sekretariat Panitia pemilihan Kepala Desa, JL. 
R. A. Kartini No. 06 Jelbuk. Sesuai dengan berita acara Penutupan 
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Jelbuk No.20/PAN/II/2009, nama-
nama bakal calon yang terdaftar sebagai berikut: 
1. Erwin Sudarso 
2. Purwanto 
3. Moh.hafid, S.H. 
4. Badi’ah 
5. Ir. Endang Sulistianingsih 
6. Yuyun Suwandiyani 
7. Sugianto asnawi 
8. Hariyono 
9. Dra. Dedy Murwani 
10. Suciati 
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      Selanjutnya kesepuluh bakal calon di atas diseleksi. Tahap pertama 
seleksi administrasi yang dilakukan dengan melibatkan/koordinasi 
dengan Muspika dan UPTD pendidikan Kecamatan Jelbuk guna 
memastikan keabsahan syarat yang diajukan. Sedangkan tahap kedua 
adalah wawancara oleh ketua panitia bersama-sama dengan Muspika. 
     Setelah melakukan penyaringan, dari sepuluh bakal Calon yang 
mendaftarkan diri tinggal sembilan yang memenuhi persyaratan untuk 
disahkan sebagai calon kades. Berdasarkan Surat Pengesahan Badan 
Permusyawaratan Desa Jelbuk No.03 tahun 2009, maka Panitia Pilkades 
membuat berita acara Penetapan calon Kepala Desa Jelbuk 
No.30/PAN/II/2009. Adapun nama-nama Calon sebagai berikut : 
1. Erwin Sudarso 
2. Purwanto 
3. Ir. Endang Sulistianingsih 
4. Moh. Hafid S.H 
5. Yuyun Suwandiyani 
6. Sugianto Asnawi  
7. Badi’ah 
8. Dra. Dedy Murwani 
9. Suciati 
     Salah satu bakal Calon yang tidak masuk dalam daftar calon Kades 
adalah hariono. Menurut keterangan dari Ketua Panitia ( H. Yusuf), Ketua 
BPD (Ahmad Budi Santoso), Pjs. Kades Jelbuk ( Teguh Santoso), Ir. Eko 
heru Sunarso, MM (Camat Jelbuk), gagalnya Hariono (incumbent) masuk 
dalam jajaran calon Kades karena faktor persyaratan yang tidak sesuai 
dengan tata tertib Pilkades Desa Jelbuk. 
     Ditolaknya Hariyono sebagai Calon Kades Jelbuk membawa 
kekecewaan bagi para pendukungnya. Sampai-sampai ada isu akan 
terjadi demonstrasi besar-besaran. Panitia Pilkades, BPD sempat beberapa 
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kali dimintakan klarifikasinya baik oleh Pemda maupun DPRD. 
Keputusan yang diambil oleh Panitia Pilakdes yaiti Hariyono tidak 
memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa.  
b)    Kampanye pilkades Jelbuk 
 Kampanye Pilkades di Desa Jelbuk dilakukan baik dengan cara 
dialogis dan monologis. Kampanye Dialogis diadakan di Balai Desa pada 
hari senin, 5 Maret 2009 dihadiri oleh Muspika dan Panitia yang sekaligus 
bertindak sebagai penanya dan disaksikan oleh toko masyarakat Desa 
Jelbuk. Kampanye monologis di laksanakan pada hari Minggu, 25 
pebruari 2009 di lapangan Sepak Bola Desa Jelbuk. Kampanye monologis 
disampaikan secara bergantian sesuai dengan nomor urut calon Kades. 
Adapun nomor urut kursi calon Kades jelbuk,sebagai berikut : 
1. Erwin Sudarso     Nomor urut kursi : 7 
2. Purwanto   Nomor Urut kursi : 2 
3. M. Hafid, SH.   Nomor urut Kursi : 5 
4. Badi’ah    Nomor Urut Kursi : 1 
5. Ir. Endang Sulistyaningsih Nomor Urut Kursi : 3 
6. Yuyun Suwadiyani  Nomor Urut Kursi : 8 
7. Sugianto Asnawi  Nomor Urut Kursi : 4 
8.    Dra. Dedy murwani  Nomor urut kursi : 6 
9.    Suciati     Nomor urut kursi : 9 
 
      Pada intinya materi kampanye berisi tentang – tentang janji-janji 
para calon kades apabila terpilih nanti. Tema tentang keinginan para 
kandidat untuk memajukan Desa Jelbuk adalah tema yang dominan. 
Setelah masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya dihadapan 
para hadirin, ditutup dengan doa dan berjoget ria bersama di iringi 
dengan musik dangdut live. Setelah pelaksanaan kampanye, kegiatan 
berikutnya dalam rangkaian tahapan Pelaksanaan pilkades adalah 
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persiapan Tempat pemilihan dan hari tenang yang dilaksanakan dua hari 
sebelum pelaksanaan pilkades. 
c)      Tahap Pemungutan Suara dan Pengesahan  
 Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa Jelbuk dilaksanakan pada hari Senin, 12 Maret 
2009. Sebelum acara dimulai para calon kades dikumpulkan dihalaman 
kantor kecamatan. Setelah Ketua Panitia Pilkades melaporkan mengenai 
kesiapan dilaksanakannya Pemungutan suara, yaitu di lapangan Olahraga 
Jelbuk. Pemberangkatan calon Kades secara bersama-sama dari halaman 
kecamatan jelbuk sampai ke tempat Pemungutan Suara dinamakan 
“Kirap”. 
 Ketua Pilkades Desa Jelbuk ( h. Yusuf Sumarno), menggambarkan 
bahwa acara pilkades ini adalah meriah dan megah, bahkan ketua BPD 
Jelbuk (Ahmad Budi Santoso ST) berani mengklaim bahwa acara pilkades 
di desa Jelbuk adalah acara yang paling megah dan meriah se Kabupaten 
Jember. 
 Sejenak sebelum pembukaan rapat Pemilihan Kepala Desa 
dimulai,masyarakat yang hadir di hibur dengan tarian Remo dari group 
kesenian masyarakat desa Jelbuk. Tepat pukul 08.30 WIB secara resmi 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jelbuk dinyatakan dibuka dan 
dilaksanakan. 
 Pemungutan suara terus berlanjut, sementara musik tradisional 
juga terus berkumandang selama proses Pemungutan Suara. Para anggota 
panitia mengenakan pakaian warna hitam longgar tanpa kancing baju 
sehingga kaus dalam yang berwarna merah dan putih berselang seling 
nampak jelas. 
 Setelah jam menunjukkan pukul 14.15, penghitungan suara 
dimulai. 
Sebelum hasil perhitungan suara diumumkan, Ketua BPD menyampaikan 
66 
 
penilaiannya bahwa pemungutan suara telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Hasil perhitungan suara Pilkades Jelbuk adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 11 Tabel Hasil Perhitungan Suara Pilkades Desa Jelbuk 
No Nama Calon Perolehan Suara Urutan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Suciati 
Badi’ah 
Yuyun S 
Dra. Dedy S 
M. Hafid, SH 
Erwin 
Purwanto 
Ir. Endang S 
Sugianto 
576 
505 
298 
274 
270 
248 
197 
65 
36 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
 Sumber : lampiran Berita Acara Hasil perhitungan Suara  
 
   Dari tabel di atas nampak bahwa pengumpul suara terbanyak 
adalah Suciati, dengan perolehan suara sebanyak 576 suara. Lebih lanjut, 
Badan Permusyawaratan Desa Jelbuk menerbitkan Keputusan Nomor 
04/BPD/JBK/2009 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, yang 
intinya menetapkan Suciati sebagai calon Kepala Desa Terpilih, Desa 
Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.  
 Suciati berstatus sebagai Kepala Desa Definitif berdasarkan SK 
Bupati Jember No.1888.45/220/KTUN/012/2009 pada usia 33 tahun 
dengan alamat RT. 01/RW. 01 Dusun Krajan Barat. Desa Jelbuk 
 
b)   Proses Pilkades di Desa Sabrang 
 Desa Sabrang adalah salah satu Desa dari tujuh Desa kecamatan 
Ambulu. Pada saat berakhirnya penelitian, hanya desa inilah satu-satunya 
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di Kecamatan Ambulu yang memiliki calon kades perempuan dan 
mampu memenangkan Pilkades, sekaligus merupakan perempuan 
pertama yang menjadi Kepala Desa  di wilayah kecamatan Ambulu. 
Perempuan tersebut adalah Hj. Sumiati. 
1)   Tahap Persiapan  
 Sebelum pelaksanaan Pilkades, pada tahap persiapan diawali 
dengan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa oleh badan 
permusyawaratan Desa (BPD ) yang susunan pengurusnya adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 12 Susunan Pengurus BPD Desa Sabrang 
No Nama  Jabatan  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Drs. Sugeng Priyono 
Hari Suryanto 
Roni Falsah 
Drs. Abi khotib 
Nur Sena S.Pd 
Sumadi  
Hadi Purwanto 
Imam Wahyudi 
Masyadi 
Suyohadi 
Yasen 
Ketua  
Wakil ketua  
Sekretaris  
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Sumber : Buku BPD se Kabupaten jember tahun. 2010 
 Dari sebelas pengurus BPD tidak satupun jabatan yang diduduki 
oleh perempuan, semuanya laki-laki. Mekanisme rekruitmen pengurus 
BPD didasarkan pada penunjukan mula-mula Kepala Desa 
mengumpulkan para kepala dusunnya untuk diajak musyawarah rencana 
pembentukan BPD. Disepakati masing-masing Kepala Dusun mengajukan 
nama-nama warganya yang dianggap layak untuk direkrut sebagai 
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pengurus BPD. Setelah didapatkan nama-nama calon pengurus 
didapatkan, selanjutnya di konfirmasi apakah yang bersangkutan 
bersedia dijadikan pengurus BPD. Selanjutnya diadakan rapat calon 
pengurus BPD., dan pada saat itu pula ditentukan susunan kepengurusan 
BPD berdasarkan asas musyawarah mufakat. 
 a)  pembentukan Pan PIlkades 
 Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdaya 
guna dan berhasil guna, dibutuhakan aparat desa yang mampu 
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan 
penanggung jawab utama bidang 
 Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan dapat 
mengayomi masyarakat; selain itu untuk menampung dan menyelesaikan 
masalah dalam proses pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa maka Bpd 
Desa Sabrang memandang perlu membentuk panitia pemilihan Kepala 
Desa Sabrang. 
 Dengan mendasar antara lain pada peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 2 tahun 2000 tentang desa, dan Peraturan daerah 
Kabupaten Jember nomor 2006 tentang pemerintahan Desa, maka BPD 
Desa Sabrang menetapkan Susunan panitia Pemilihan Kepala Desa 
Sabrang. 
 Sesuai dengan tata tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Sabrang 
Kecamatan Ambulu Tahun 2010 mengatakan bahwa tugas Panitia 
pemilihan adalah: 
a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 
b. Menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi 
persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon; 
c. Menetapkan calon-calon yang berhak dipilih; 
d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih; 
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e. Menyelenggarakan pelaksanaan kampanye 
f. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa  
g. Melaksanakan Pemilihan Kepal Desa; 
h. Menetapkan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa  
i. Membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan 
pertanggungjawaban keuangan 
j. Menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa kepada BPD; 
k. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa 
sesiai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
b)    Rapat Pembahasan dan Penetapan Program 
 Guna kelancaran pelaksanaan Pilkades Desa Sabrang maka 
diadakan pertemuan yang membahas program kerja Pilkades mulai dari 
pembentukan Pan. pilkades sampai dengan pelaksanaan Pilkades, 
pengesahan Kepala Desa Terpilih, sampai dengan laporan panitia. Sesuai 
dengan program kerja yang telah dibuat Pelaksanaan Pilakades  berawal 
dari 21 Februari 2010, sampai dengan 28 maret 2010. 
 
c)     Rapat Pembahasan Tata Tertib 
 Rapat Pembahasan tata tertip Pilkades dilaksanakan pada 22 
Februari 2010 oleh panitia pilkades di Balai desa Sabrang dengan dihadiri 
25 anggota panitia Pilakdes. Pada prinsipnya dibuatkannya tata tertib 
Pilkades digunakan sebagai dasar pengaturan yang mengikat bagi semua 
unsur yang terlibat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa demi 
suksesnya Pemilihan Kepala Desa secara langsung. Umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil serta untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 
 Secara umum isi tata tertib Pemilihan Kepala Desa Ambulu hampir 
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sama dengan tata tertib Pilakdes Desa Jelbuk, yakni mengatur tentang 
tugas dan kewajiban Pan. Pilkades yang harus dilaksanakan. Selain itu 
mengatur pula tentang peryaratan yang harus dipenuhi oleh calon Kades, 
Pemilih, dan ketentuan kampanye. Pelaksanaan Perhitungan, hal 
pengaduan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar juga diatur dalam 
tata tertib tersebut. 
 
d)  Pembahasan Anggaran 
 Pada tanggal 24 Februari 2010, dengan dihadiri oleh 31 oarang 
yang merupakan unsur Panitia Pilakdes dan Bpd Desa Sabrang, rapat 
dengan agenda Pembahasan dan Pengesahan Rencana Anggaran 
Pelaksanaaan Pilkades Sabrang 2010 dimulai.  
 
2)  Tahap Pelaksanaan  
 Tahap Pelaksanaan Pilkades dimulai dengan pendaftaran pemilih, 
penjaringan bakal calon Kepala desa yang akan dipilih, kampanye dan 
seterusnya samapi menjelang Hari Pemungutan Suara. 
a)   Pendaftaran Pemilih  dan Penjaringan Bakal Calon Kades 
 Pelaksanaan pendaftaran Pemilih dimulai dengan kegiatan 
pengumuman pendaftaran pemilih ( pantarlih) yang dilakukan dengan 
cara siaran keliling ke dusun-dusun wilayah Desa Sabrang. Sebelumnya, 
pada tggl 25 Februari 2010 bertempat di balai desa sabrang diadakan acara 
penetapan dan pembekalan kepada petugas pentarlih.  
Sesuai dengan berita acara, pembukaan Pendaftaran Bakal calon 
Kades dimulai pada tanggal 26 Februari dan ditutup pada tanggal 5 Maret 
2010. Pendaftar  Bakal Calon Kades pertama adalah Hj. Siti Sumiyati. Pada 
batas akhir pendaftaran, yaitu 5 Maret 2010 Bakal Calon yang 
mendaftarkan diri masih tetap satu orang. Sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, batas minimal Calon Kades adalah dua orang. Guna memenuhi 
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ketentuan tersebut maka dibuka pendaftaran tahap kedua yang dimulai 
pada 6 Maret 2010 dan ditutup pada tanggal 12 Maret 2010. Pada tahap II 
penjaringan bakal calon kades berhasil menambah dua pendaftar lagi. 
Dengan demikian Bakal Calon Kades Sabrang adalah: 
1. Hj. Siti Sumiati 
2. Mohammad Badri 
3. Ir. Subiantoro 
 Setelah diadakan seleksi berkas administrasi dan wawancara 
terhadap bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 15 
Maret 2010 bertempat di Kantor Desa Sabrang, dan dihadiri oleh Muspika, 
UPTD Pendidikan, Kepala Desa BPD dan ketua Panitia Pilkades, ketiga 
Bakal calon tersebut dinyatakan layak untuk mengikuti pemilihan Kepala 
Desa Sabrang. 
 Dari pengundian nomor urut yang dilakukan di Kantor Desa  
Sabrang pada 16 Maret 2010 diperoleh hasil sebagai berikut: 
 Nomor urut 1, Ir. Subiantoro 
 Nomor urut 2, Mohammad Badri 
 Nomor urut 3, Hj. Siti Sumiati 
 
b)    Kampanye Pilkades Desa Sabrang 
 pelaksanaan kampanye dialogis yang dilaksanakan di Balai Desa 
Jenggawah pada hari minggu. 22 Maret 2010 di ikuti oleh ketiga kandidat 
Kades Desa Sabrang. Dihadapan sekitar 33 peserta yang terdiri Tokoh 
Ulama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa 
serta Panitia Pilkades para kandidat menyampaikan visi dan misinya bila 
kelak dia terpilih sebagai Kepala Desa Sabrang. Dalam kesempatan 
kampanye tersebut para tokoh ulama dan masyarakat agar siapapun 
kelakterpilih menjadi kades sungguh-sungguh melaksanakan harapan 
masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan kampanye 
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tersebut. 
 
3) Tahap Pemunguatn Suara dan Pengesahan 
 Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sabrang dilaksanakan 
pada hari rabu, 28 Maret 2010, dimulai pukul 08.00 dan di akhiri samapi 
dengan pukul 14.00 WIB. Perhitungan suara dimulai pukul 16.00 WIB 
samapi dengan pukul 19.00 WIB. Sebelumnya pada hari yang  sama, 
secara bersama-sama Ketua Panitia Pilakdes, Ketua BPD, dan semua 
Calon Kepala Desa melakukan pemeriksaan lokasi pemilihan, dan 
hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita acara Pemeriksaan Lokasi 
Pilkades adalah sebagai berikut: 
o Semua kotak dalam keadaan kosong dan memenuhi syarat  
o Bilik dalam keadaan baik dan memenuhi syarat 
o Sarana dan prasarana serta lokasi pemilihan sangat memadai dan 
dapat dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan suara. 
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Sabrang 
tanggal 28 Maret 2010, dari 9.475 pemilih, jumlah yang hadir 8.143, 
dengan demikian jumlah yang tidak hadir adalah 1.332 orang. Perolehan 
suara terbanyak dan sekaligus sebagai pemenang Pilkades Desa Sabrang 
adalah Hj. Sumiyati, dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel 13 Rincian Hasil Perolehan Suara 
No. Urut  Nama Perolehan Suara  
1 
2 
3 
Ir. Subiantoro 
Mohammad Badri 
Hj. Siti Sumiati 
2.798 
2.030 
3.142 
Sumber: Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Sabrang 2010 
 
H. Persepsi Gender Masyarakat Desa Jelbuk  
 Persepsi gender adalah anggapan masyarakat tentang kesesuaian 
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peran yang dimainkan dalam kedudukan/pekerjaan dikaitkan dengan 
jenis kelamin tertentu. Persepsi seseorang menentukan perilaku yang 
ditunjukkannya. Perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka 
mengenai apa realita sesuai dengan anggapan dipahaminya, bukan 
mengenai realitas itu sendiri ( robbins,2006: 170)   
 Persepsi gender masyarakat Desa Jelbuk dikaitkan dengan proses 
Pilakdes cukup bervariasi. Para anggota BPD umumnya mempunyai 
persepsi yang bias gender, sedangkan masyarakat memiliki persepsi 
kesetaraan gender. 
 Mengenai susunan keanggotaan BPD yang semuanya laki-laki 
bapak Ahmad mengatakan bahwa pada saat pembentukan BPD peserta 
yang hadir itu adalah para kaum laki-laki. Musyawarah seringkali 
dilakukan pada malam hari, sehingga bila menyertakan perempuan pada 
kepengurusan justru tidak efektif, seperti penuturan informan berikut ini : 
 
“ waktu itu yang saya tahu, musyawarah itu bapak- bapak. 
Kebanyakan musyawarahnya kan malam. Gampangannya bekerjanya 
kan sering malam, sebab kalau rapat-rapat juga malam. Kurang 
anulah, masa perempuan pulang malam sampai jam sebelas malam, 
jam sepuluh…keamananlah…keamanan…keamanan. Jadi tidak ada 
faktor lain, sebab kalau masalah potensi baik laki-laki maupun 
perempuan sama-sama baiknya.” 
 
 Setelah memahami susunan kepengurusan BPD dan mekanisme 
rekruitmen untuk menduduki jabatan – jabatan didalamnya , selanjutnya 
akan dipaparkan mengenaipersepsi para anggota BPD terhadap peran 
gender. Artinya bagaimana menurut pandangan atau penilaian para 
anggota BPD mengenai kedudukan apa yang dilihat layak untuk 
ditempati oleh laki-laki dan kedudukan apa pula yang layak ditempati 
kaum perempuan. Dua informan laki-laki ( Bapak Ahmad dan Bapak 
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Arifin) mengutarakan pendapatnya yang hampir senada. Mereka sama-
sama berpendapat bahwa yang paling sesuai menduduki jabatan Ketua, 
wakil ketua, Skretaris, seksi perlengkapan, dan keamanan adalah laki-laki. 
Menurut informan jabatan tersebut membutuhakan orang-orang yang 
gesit, lincah dan siap bekerja kapan saja bila dibutuhkan. Kalau dipegang 
perempuan maka pekerjaannya dianggap lamban. 
“ kalau laki-laki kan gerakannya cepat ya pak, artinya ketika ada 
persoalan yang segera untuk diselesaikan pada waktu itu…ya…pada 
waktu itu juga bisa dikerjakan. Beda dengan perempuan. Masih 
banyak pertimbangan ini…itu…, sehingga pekerjaannya nggak 
selesai-selesai, jadi ya lambat itulah”( bapak Arifin, anggota BPD 
jelbuk). 
 
Selain faktor kecepatan dalam menyelesaikan suatu persoalan, 
pemilihan peran gender ( mendudukkan laki-laki atau perempuan dalam 
suatu organisasi), informan juga memperhatikan masalah resiko yang 
menyertai suatu pekerjaan. Kalu resiko atas suatu pekerjaan dianggap 
berat, maka pekerjaan itu layak diduduki oleh laki-laki, tapi kalu ringan 
layak untuk diduduki perempuan. 
 
“ kalu perempuan itu istilahnya resikonya yang kecil-kecil, kalu laki-
laki resikonya yang lebih besar-besar. Kita juga tidak ingin dalam 
pelaksanaan nanti kalu ada sesuatu yang gak kita inginkan kan 
kwatirlah…apalagi seorang perempuan kalu dikenai beban sedikit 
saja down, shock atu apa gitu.” ( bapak. Ahmad. Ketua BPD jelbuk) 
 
Jabatan bendahara dan seksi konsumsi disepakati untuk dipegang 
oleh perempuan. Alasannya kedua pekerjaan tersebut sudah menjadi 
keahlian perempuan, sebab setiap hari mereka terbiasa untuk mengurusi 
pengaturan keuangan dan konsumsi dalam rumah tangga. 
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“ untuk bendahara kita megang perempuan…biasanya kalau 
perempuan itu..satu lebih irit lah gampamgannya, biasanya kalau 
uang sudah dipegang perempuan mau keluar itu sulit, biasanya gitu. 
Itu malahan dari teman-teman kita yang mengusulkan, harus 
perempuan!dari kita itu harus perempuan, siapa?( orang yang tepat 
untuk menduduki posisi itu) gitu..sedangkan untuk seksi konsumsi 
itu kita perempuan, ya bendaharanya itu sekaligus menjadi 
koordinator seksi konsumsi, sedangkan pada pelaksanaannya kita 
pakai sistim zik-zak, artinya ada laki-laki juga ada perempuan. Laki-
laki bagian membawakan konsumsinya, sedangkan perempuan yang 
menyiapkan di belakang”.( bapak. Ahmad. Ketua Jelbuk). 
 
 Ketika pertanyaan yang sama dilontarkan pada informan 
perempuan, merweka cenderung memiliki pandangan yang berbeda 
dengan laki-laki. Misalnya ketika ditnya mengenai siapa yang paling 
sesuai menempati posisi ktua, Wakil   Ketua, sekretaris dalam suatu 
organisasi, jawabannya tidak mempermasalahkan jenis kelamin tetapi 
lebih kepada kemampuan orang yang menjabat tersebut. 
 
“menurut saya laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak melihat 
laki-laki atau perempuannya, tetapi kemampuannya. seperti yang 
pernah dikatakan oleh p. camat, yang penting itu adalah mampu, 
tahu, dan mau ( Ibu Suciati)”. 
 
 Namun demikian ketika ditanya mengenai siapa yang layak untuk 
menjabat sebagai bendahara, serta merta beliau menjawab “ perempuan” , 
demikian pula tentang seksi konsumsi. Sebab menurutnya perempuan itu 
sudah terbiasa mengatur keuangan, maupun konsumsi setiap hari. Jadi 
untuk kedua posisi ( bendahara dan seksi konsumsi) yang lebih layak 
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dipegang perempuan. Demikian juga ketika ditanya tentang seksi 
keamana dengan tegas dikatakan bahwa untuk posisi tersebut yang 
paling layak adalah laki-laki. 
 Pendapat yang lain dikatakan  oleh ibu Siti Muryani, bahwa 
pemimpin (dalam Hal ini Kepala Desa) yang paling sesuai itu harus 
dijabat oleh perempuan. Menurut beliau perempuan itu lebih hati-hati 
dalam pengambilan keputusan.lebih teliti. Sehingga kesalahan yang 
ditimbulkan dapat ditekan seminim mungkin. Laki-laki masih menurut 
ibu siti kalau bekerja itu cenderung sembrono kurang memperhatikan 
masalah administrasi sehingga dikemudian hari bila ada data yang 
dibutuhkan tidak segera dapat ditemukan karena data tersebut tidak 
disimpan dengan rapi, atau bahkan tidak dicatat sama sekali. Tetapi 
ketika disinggung mengenai seksi keamanan, ibu Siti menjawab dengan 
cepat bahwa yang sesuai untuk posisi tersebut adalah laki-laki. Demikian 
pula ketika ditanya mengenai seksi konsumsi beliau sepakat kalau yang 
sesuai untuk posisi tersebut adalah perempuan. 
 Secara umum masyarkat Jelbuk tidak mempermasalahkan bila 
perempuan muncul sebagai pemimpin. Para tokoh masyarakat yang 
menjadi informan dalam penelitian ini, seperti Bapak Ahmad ( Ketua 
BPD), Camat Jelbuk, Bapak. Teguh Staf Pemerintahan Kecamatan Jelbuk, 
Haji yusup ( tokoh masyarakat), dan sebagainya mengatakan bahwa di 
Jelbuk tidak ada penolakan terhadap pemimpin (Kades) perempuan. 
Bahkan kaum perempuan di Jelbuk nampak lebih aktif dalam kegiatan 
pembangunan-pembangunan dibandingkan kaum laki-laki yang lebih 
senang terjun didunia politik. Untuk itu pila mengapa Camat jelbuk lebih 
banyak menggunakan perempuan sebagai penggerak atau dinamisator 
pembangunan, seperti yang dituturkannya sebagai berikut : 
 
“Jelbuk itu hetarogen, tidak homogen, di sini kaum nasionalis dan 
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kelompok pesantren itu seimbang, mungkin Suger yang dominasi 
hijau. Lainnya adalah nasionalis. Pokoknya di sana wanita tidak ada 
masalah la…, ada kesetaraan gender. Sebagai penggerak sebagai 
dinamisator sebuah pembangunan di sana saya lebih banyak 
menggunakan peran wanita. Pertimbangannya wanita di sana giat, 
tidak malas. Wanita jelbuk itu, membantu suaminya untuk mencari 
nafkah, itu pasti perempuan iu mempunyaiperan di situ. Laki-laki 
cenderung dibidang politik, karena di sana basis, basis merah. Kalu 
saya melihat itu kegiatan-kegiatan itu seringkali bermuatan politis” 
Jelbuk( Ir. Eko Heru, Camat Jelbuk). 
 
 Disinggung tentang ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa 
laki-laki itu adalah pemimpin, menurut haji Yusup Ayat tersebut 
ditafsirkan sebagai berikut: 
 
“laki-laki sebagai pemimpin itu maksudnya adalah pemimpin dalam 
sholat, sebagai imam atau sebagai pemimpin dalam rumah tangga. 
Tapi kalau sebagai karier, itu bebas, artinya baik laki-laki maupun 
perempuan itu boleh jadi pemimpin. Jadi maksudnya laki-laki sebagai 
pemimpin itu, ya…itu, pemimpin dalam hal sholat, dan pemimpin 
Rumah Tangga. Kalu itu sudah paten, tidak boleh diganggu gugat 
lagi”. 
  
 Menurut pengalaman ibu siti Muryani, perempuan pertama 
sebagai Kepala Desa Jelbuk ( tahun 1993 sampai dg tahun 2001), waktu 
dia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, tidak ada yang menentang, 
semua mendukung. Dia memenangkan Pemilihan Kepala Desa dengan 
mengalahkan kandidat laki-laki, yaitu Bapak Suwandi, seorang komisaris  
PDIP kecamatan jelbuk pada waktu itu. 
 Ibu siti Muryani bukanlah penduduk asli jelbuk, ia adalah seorang 
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pendatang dari Magetan yang masuk di desa jelbuk sekitar tahun 1977 
berprofesi sebagai guru SD. adapun kegiatan dirumah sebagai ketua 
kelompok pengajian sehingga mampu membentuk lima kelompok 
pengajian dengan masing-masing anggota antara 35 sampai 50 anggota. 
Setelah cukup lama berkecimpung di Kelompok Pengajian dan dianggap 
sukses dalam membina kelompoknya, maka mulailah par ibu anggota 
kelompok mendorong dia untuk maju dalam Pemilihan Kepala Desa. 
Menurut pengalamannya sejak awal dia mencalonkan diri sebagai calon 
kades sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tidak ada 
penentangan dari berbagai pihak termasuk para Kyai. 
 
I.   Persepsi Gender Masyarakat Desa Sabrang 
 Masyarakat desa sabrang yang di dominasi oleh etnis jawa dan 
beragama Islam dalam tatanan nilai keharmonisan. Persepsi mereka 
tentang peran gender bersifat patriarkhi terjaga secara kokoh, apalagi di 
topang oleh tafsir-tafsir nilai agama Islam yang memandang laki-laki 
sebagai pemimpin. Laki-laki mencari nafkah dan untuk itu dianggap 
kurang layak jika seringkali berdiam diri dirumah. Ia harus keluar rumah 
untuk mencari nafkah keluarganya. Sebaliknya perempuan harus tinggal 
dirumah, menyibukkan diri di sektor domestik seperti merawat anak, 
menyiapkan makanan, menata rumah dan sebagainya yang berkaitan 
dengan pekerjaan domestik lainnya. 
“ kalu kami, pemimpin itu harus laki-laki. Perempuan itu tidak 
lepas dari kodratnya. Melahirkan, merawat dan membesarkan 
anak. jadi dia ( perempuan ) tidak memiliki kebebasan dalam 
berbuat, sebab enak- enak melaksanakan tugas ia ingat anaknya 
yang sakit, anaknya yang belum makan, ya ggak mari-mari 
pekerjaannya nanti. Selain itu dilihat dari segi agama, dari dalil 
yang mana saja laki-laki itu tetap pemimpin.”( Bpk. Mahmud 
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 Bapak Mamud yang menilai perempuan lebih sesuai untuk bekerja 
di sektor privat. Pendirian tersebut dipegang teguh sejak dahulu hingga 
sekarang. Bapak Sumarno berbeda lagi, semula ia berpendirian bahwa 
pemimpin harus laki-laki tetapi setelah kedua anaknya semua perempuan 
semakin dewasa ia berubah pikiran. Pemimpin tidak harus laki-laki tetapi 
perempuan juga patut untuk menduduki jabatan tersebut. perubahan 
persepsi Bapak Sumarno lebih dikarenakan keyakinan. Apa yang 
dipikirkan dan dikatakan orang tua tentang anaknya berpengaruh besar 
terhadap perkembangan anak kelak. Kalu dia berpendirian bahwa 
pemimpin itu harus laki-laki dia kwatir kelak anaknya tidak bisa jadi 
pemimpin, padahal dia hanya punya anak perempuan saja. 
 
 “ saya sekarang berubah pak, kalau dulu saya berpendirian bahwa 
pemimpin itu harus laki-laki. Sekarang tidak. Anak saya dua-
duanya perempuan dan sudah dewasa. Kalau saya tetap 
berpendirian bahwa pemimpin itu harus laki-laki, saya kwatir anak 
saya tidak bisa jadi pemimpin, entah pemimpin apa saja. Sebab 
pendirian orang tua itu berarti do’a terhadap anaknya. Kalu saya 
tetep ngotot pemimpin itu harus laki-laki, itu sama dengan saya 
mendo’akan anak saya tidak bisa jadi pemimpin, padahal anak 
sayaperempuan kan gt, pak” ( Bapak Sumarno) 
 
Secara umum masyarakat desa Sabrang sangat kental dengan 
budaya patriarch. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki pandangan 
yang relatif sama mengenai peran perempuan di sektor domestik dan laki-
laki di sektor publik. Seorang guru warga setempat ketika ditanya 
mengenai siapa yang layak dijadikan sebagai pemimpin? Jawabannya 
sama laki-laki, mengapa?” laki-laki itu kan bisa bebas bergerak kesana 
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kemari tanpa ada halangan. Kalu perempuan mana masih mengurusi 
anak,ini itu pokoknya dah”. Ketika ditanya apakah pandangan 
masyarakat Desa Sabrang juga sama dengan sikapnya, ia memastikan” 
saya yakin 80% masyarakat desa Sabrang mempunyai pendirian yang 
sama seperti saya pak” ( Dra. Nuning). Pendapat informan di atas seoalah 
mendapatkan kebenarannya manakala membaca daftar nama-nam 
anggota BPD yang berjumlah 11 orang dan Panitia PIlkades Desa Sabrang 
yang berjumlah 35 orang semuanya adalah laki-laki, termasuk konsumsi 
yang biasanya selalu diserahkan kepada perempuan  
 
J.  Motivasi Perempuan Mencalonkan diri sebagai Kades  
 Motivasi adalah daya dorong yang menggerakkan manusia 
melakukan pekerjaan tertentu. Ditanya mengenai motivasi apa yang 
menggerakkan para perempuan mencalonkan diri sebagai Kepala desa, 
bapak Achmad seorang ketua BPD memaparkan pendapatnya: 
“  kalau melihat visi dan Misinya pada saat kampanye dulu 
motivasi mereka adalah igin memajukan Desa Jelbuk. Itu yang ada 
di permukaan, entah kalau dalam hatinya. Bisa jadi karena prestise 
nya ekonomi, ya begini ini keadaan desa Jelbuk, Minus.” 
 
 Pertanyaan sama peneliti ajukan kepada Ketua Panitia Pilkades 
Jelbuk  
 ( Bpk. Yusuf ) 
 “ begini, ini dari beberapa calon perempuan yang pernah 
saya tanya secara langsung, mereka mencalonkan diri untuk 
menunjukkan kemampuan. artinya laki-laki bisa mengapa saya 
nggak, begitu.” 
 
 Setelah beberapa minggu, hal yang sama peneliti tanyakan 
81 
 
kembali, ternyata jawaban informan tetap sama, yaitu motivasi mereka 
ingin memajukan Desa Jelbuk dan menunjukkan kemampuan. sementara 
itu kalau menurut informan perempuan yang pernah menjadi Kepala 
Desa Jelbuk (ibu Siti Muryani), bahwa motivasi dia ikut mencalonkan diri 
sebagai Kepal Desa adalah untuk menanamkan nama baik kepada anak 
cucunya kelak di kemudian hari. Dia mempunyai obsesi, kelak ketika 
sudah tidak lagi menjadi Kepala Desa, nama harumnya tetap di kenang 
oleh masyarakat sehingga anak cucunya bangga. Sebagai catatan : dia 
menjadi Kepal Desa hanya satu periode ( 1993-2001), setelah itu desa 
jelbuk di pimpin laki-laki ( Bapak Hariyono ) selama satu Periode. Pasca 
Hariyono di jelbuk, banyak bermunculan perempuan yang mencalonkan 
diri sebagai Kepala Desa. Ketika peneliti bertanya kepada kades terpilih 
(Ibu Suciati ), darimana dia tahu kalau perempuan bole menjadi Kepala 
Desa, dia menjawab:  
 
“kan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Kepala Desa itu 
harus alki-laki. Apalagi sebelum Hariyono kepala Desa Jelbuk 
adalah perempuan”.  
 
Pada kesempatan yang berbeda, ketika wawancara yang juga di 
ikuti suaminya. Ibu Suciati mengatakan : 
 
 “  menurut orang – orang. Desa Jelbuk ini desa medok, maunya di 
pimpin oleh perempuan. Kalaupun laki-laki orangnya harus kalem. 
Ya… maunya yang kalem-kalem. Pak har itu laki-laki tapi 
orangnya kalem.” 
Pak Ichwan ( suami Ibu Suciati ) 
 
 “ ya.. maunya yang di ingin-ingin nggak mau yang 
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panas,…istilahnya itu yang dengan kekerasan gitu. Sebab sejak 
dulu sini ini orangnya keras-keras, jadi kalu dengan cara kekerasan 
akan menjadi tanbah nggak karuan“. 
 
 Di singgung mengenai motivasi apa yang menggerakkan beliau 
mencalonkan diri sebagai Kepal Desa, beliau menjawab : 
“ ya.. itu, seperti yang pernah saya bilang ( pewneliti sebetulnya 
sudah pernah menanyakan hal yang sama pada suatu kesempatan, 
kali ini dalam rangka konfirmasi ) saya kepingin di desa Jelbuk ini 
kalau ada proyek gk rame lagi. Sebab sejak dulu di Jelbuk ini kalau 
ada proyek pasti rame sudah, itu sampai di kenal di kecamatan .” 
  
Ketika ditanya tentang proyek apa 
“ ya banyak mbak itu bantuan pemerintah kan sering, misalnya 
Program JPS, itu kalau sudah turun semua orang maunya itu dapat 
bagian, kalau nggak…ya…rame gitu, walau sebelumnya dia itu 
tidak ikut-ikutan“. 
 
Lain lagi dengan hj. Siti Sumiati Calon Kades Desa Sabrang, motivasinya 
dapat ditelusuri dari dialog antara H. Mansyuri ( suami , dan Hj. Siti 
Sumiati ( istri ) berikut: 
H. Masyhuri : waktu itu masa jabatan saya selaku Kepala Desa 
tinggal 6  
 bulan. Situasinya pas, sambil tidur- tiduran saya 
tawari istri saya. 
 “ bu sedelo bae aku pensiun, kondisi ekonomi awake 
dewe koyo ngene pas-pasan. Opo sampeyan wes 
siap? 
Hj. Sumiyati : “aku durung siap” 
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H. Mashhuri : “ Nek ngono majuo” 
Hj. Sumiati : “ lho lek dadi yok opo?” 
H. Masyhuri :” nek dadi opo jare aku, manuto aku” 
Hj. Sumiati : “ Yo Wis” 
 
 Dari dialog di atas ada beberapa makna yang dapat di petik, 
pertama inisiatif untuk mencalonkan diri Hj. Sumiati berasal dari 
suaminya H. Masyhuri. Kedua motivasi mencalonkdiri karena faktor 
ekonomi yang pas-pasan. Dengan terpilihnya sebagai Kepala Desa 
diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini 
masuk akal karena tanah bengkok yang digarap Kepal Desa tidak kurang 
dari 12 hektar, belum lagi tanah titi soro yang menjadi kepala desa dalam 
pengelolaannya. Ketiga, ketergantungan Hj. Sumiyati terhadap suaminya 
H. Masyhuri dalam pemerintahannya bila kelak betul-betul terpilih 
sebagai Kepala Desa. 
 
 
K. Organisasi Pemenangan Pilkades 
 Dalam rangka untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa, para 
kandidat biasanya membentuk Organisasi Pemenangan PIlkades, atau 
sering disebut juga Tim Sukses. Organisasi tersebut di setiap desa 
mempunyai struktur dan nama-nama yang berbeda-beda. Dalam 
penelitian ini dideskripsikan organisasi pemenangan Pemilihan Kepala 
Desa yang secara umum berlaku di desa jelbuk dan sabrang. Secara kusus 
juga di deskripsikan struktur organisasi Pemenangan Pilkades / Tim 
Sukses yang digunakan oleh kandidat Kades perempuan yang berhasil 
memenangkan Pilkades di desanya masing-masing serta alasannya yang 
melatarbelakangi dibentuknya struktur organisasi model tersebut. 
a. Struktur Organisasi Pemenangan Pilkades Desa Jelbuk 
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 Menurut ketua BPD Desa Jelbuk Bapak. Ahmad dan empat anggota 
BPD lainnya Bpk. Erik, Bpk. Jumantoro, Bpk. Fathor, Bpk. Dedi, dan Bpk. 
Sutrisno, dalam satu diskusi di Kantor BPD, bahwa di desa jelbuk itu 
tidak dikenal istilah Tim Sukses apalagi dengan pembagian kerja yang 
jelas. Jadi istilah ketua, wakil ketua, bendahara dan sebagainya tidak 
dikenal. Pada umumnya di desa Jelbuk Organisasi pemenang Pilkades 
terdiri dari keluarga dan teman-teman yang dipercaya. Satu hal yang pasti 
ada ialah istilah “ siluman “ yaitu semacam intelgen yang sengaja di 
rekrut secara rahasia oleh kandidat kades. Tugas siluman ini adalah 
mencuri rahasia kekuatan pesaing kades untuk kepentingan kades yang 
merekrutnya. Jadi tugas siluman mirip dengan tugas seorang Itelgen, 
seperti penuturan Pak Ahmad dan kawan – kawan berikut ini: 
“ di sini ini begini, ada yang menjadi pendukung salah satu calon 
secara terang-teranga, riil tapi ada yang tidak terang-terangan 
seperti siluman…Malahan lebih banyak silumannya daripada yang 
riil. Siluman itu istilahnya semacam intelgen yang masuk ke sarang 
musuh secara diam-diam untuk mengetahui kekuatan lawan itu 
terletak di mana. Bisa- bisa seorang secara terus terang mendukung 
salah satu calon tapi sebenarnya dia adalah pendukung dari calon 
yang lain.”  ( Bpk. Ahmad Keterangan. BPD dkk) 
 
 Disinggung tentang organisasi pemenangan pemilihan Kepala 
Desa yang sering disebut dengan istilah Tim Sukses, Informan yang sama 
memberikan penjelasan: 
“ di sini ini tidak mengenal Tim sukses, seperti di daerah lain. Yang 
ada itu adalah para family, tetangga yang mendukung, dan yang 
banyak itu adalah ya itu tadi para siluman, ha…ha…ha….pernah 
ya ada kejadian lucu di sini seseorang tidak saya sebutkan 
namanya mengatakan pada Buk sucik ( salah satu calon Kades 
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Desa Jelbuk) bahwa ia akan menjadi pendukung setianya. Tapi 
kemudian hari dia malu banget, karena ketahuan, kepergok 
istilahnya sedang akrab dengan Calon Kades lain. Wah waktu itu 
merah banget wajahnya,ya celingukan gitu”(Ahmad BPD) 
  
 Untuk mendapatkan simpati dari warga masyarakat , kandidat dan 
keluarganya berhubungan langsung dengan warga masyarakat . Caranya 
mengunjungi rumah – rumah warga untuk mendapatkan dukungan. 
Tokoh masyarakat/tokoh Agama “tidak dipakai”. Para kandidat terjun 
langsung ke masyarakat dari rumah-kerumah. Komunikasi berjalan secara 
langsung berhadap-hadapan antara calon Kades dengan warga 
masyarakat. Bahkan antar calon Kades ada yang saling berkunjung di 
rumahnya. Sementara itu untuk mengetahui kekuatan/kelemahan 
pesaingnya, calon Kades merekut antara empat sampai lima orang, untuk 
dijadikan “Siluman”. Para siluman ini direkrut dan diberi imbalan untuk 
menjalankan tugas-tugas “rahasia”nya dengan kewajiban melaporkan 
segala informasi yang di dapatkan di lapangan kepada kandidat Kades 
atau keluarga Kades yang merekrutnya. Informasi yang diperoleh, 
biasanya di ”bicarakan” bersama-sama kandidat Kades dan keluarganya 
untuk kemudian diambil langkah-langkah lebih lanjut yang dianggap 
perlu. 
Suciati salah satu Kandidat Kades Desa Jelbuk yang mampu 
memenangkan Pilkades dengan mengalahkan kedelapan pesaing lainnya, 
mengaku tidak memiliki Tim Sukses, termasuk “Siluman” yang umum 
digunakan di Jelbuk. Alasannya dia tidak mempunyai cukup dana untuk 
membayar anggota Tim sukses, selain itu tidak mau rahasianya diketahui 
oleh pihak lain. Didampingi suaminya (Bapak Ichwan), secara pajang 
lebar menuturkan pengalamannya mengikuti Pilkades desa Jelbuk sebagai 
berikut: 
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“Nggak ada Tim sukses itu sebenarnya, Cuma ya…itu teman, 
misalnya siapa yang dekat dengan Dusun Tenggir Timur, ya itu 
yang dimintai tolong. Jadi sistem kekeluargaan dan keakraban 
dengan teman begitu. Saya itu Cuma Silaturahmi itu tok sudah. 
Silaturahmi ke warga. Nanti nggak ada warga kan bisa menilai 
sendiri. Jadi nggak ada mempengaruhi apa itu nggak ada, ya saya 
Cuma silaturahmi itu tok, sudah.” (Suciati, Kades terpilih). 
 Mengenai alasan mengapa tidak membentuk Tim sukses, 
Bapak Ichwan suami Suciati mengatakan: 
“Nggak ada tim sukses, ya kalau satu hati, kalau nggak kan bocor , 
mungkin kalau ada rahasia kebongkaran “(Bapak Ichwan). 
“Sebetulnya ada yang menyarankan agar dibentuk panitia. Tapi 
saya nggak mau, akhirnya orang itu lari ke calon lain. Ya nggak 
apa-apa. Lagi kalau dibentuk kayak gitu terbentur biaya, 
sedangkan saya kan minus lah. Lagian orang masuk itu kan nggak 
mesti pak, baik di sini nya (menunjuk mulut) tapi hatinya ke orang 
lain kan bisa. Jadi nggak ada Tim-tim sukses. Tim itu yang mudah 
ya keluarga, saudara, dan teman dekat. Bapak nya dekat dengan 
para pemuda, yang dipercaya itu yang disuruh jalan “(Ibu Suciati). 
Menyimak penuturan Ibu Suciati, yang sekali-kali ditimpali oleh 
suaminya, nampak sekali bahwa selain tidak memiliki “siluman”, dia juga 
tidak memiliki organisasi pemenang yang disusun dalam suatu struktur 
pembagian kerja yang ketat. Bahkan program-program kerja juga tidak 
tertata. Semua berjalan secara alamiah. Pertemuan antar anggota keluarga 
pun tidak digunakan untuk mengatur strategi mengenai langkah –
langkah apa yang hendak dilakukan untuk masa yang akan datang. 
Anggota keluarga yang akan datang bukan karena undangan, tapi karena 
akan menghadapi Pilkades sehingga anggota keluarga yang rumahnya 
berdekatan, sering berkumpul di rumah kandidat. Pada kesempatan itu 
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biasanya yang dibicarakan adalah mengevaluasi tentang siapa-siapa yang 
belum dikujungi oleh Ibu Suciati. Tidak jarang anggota keluarga atau para 
simpatisan menyampaikan keluhan warga karena rumahnya belum 
dikunjungi oleh Bu Sucik (nama panggilan Ibu Suciati). Begitu 
mendapatkan informasi tersebut biasanya Ibu Sucik segera mengunjungi 
rumah warga tersebut.  
 Suciati biasanya dalam mengunjungi rumah warga bersama 
suaminya, dengan membawa sebungkus rokok sebagai buah tangan bagi 
tuan rumah. Kunjungan Ibu Suciati ke rumah warga melalui tiga 
gelombang. Gelombang pertama dilakukan dia bersama suaminya, 
gelombang kedua anggota keluarga yang lain, dan gelombang ketiga 
adala teman-teman (simpatisan) Suciati yang menghadapi rumah warga. 
Yang didatangi adalah seluruh lapisan masyarakat, dari warga biasa 
sampai warga yang dianggap “berkelas”. 
“Hampir seratus persen saya datangi,. Baik rumah biasa maupun 
yang “berkelas”, bahkan rumah Calon Kades lain saya datangi. 
Setiap hari saya itu jalan, pagi pokok ada kesempatan jalan. Kalau 
nggak bias naik sepeda motor yang jalan kaki. Terus terang saja, 
waktu itu saya kan nggak ada sepeda, jadi nyewa , ya kadang 
pinjem begitu. Saya datangi rumah wagra susul menyusul. 
Carsanya begini : nanti saya turun setelah itu saudara saya. 
Maksudnya begini isalnya saya kerumah bpk (menunjuk peneliti) 
bersama dengan suami, nanti kalau saya sudah, saudara saya yang 
nambahi. Jadi saling nyusul-menyusul. Nanti teman saya yang 
datang gitu. Itu saran dari teman-teman yang banyak begiu”(Ibu 
Suciati) 
Apa yang dibicarkan ? 
“Ya.. anggak ada, silatuarhmi, kadang ya tuan rumah yang mulai. 
Kadang saya ya Cuma bilang mohon do’a retsu nya ndak ada lagi. 
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Saya minta doanya, mudah-mudahan nanti dalam pemilihan saya 
diberi rejeki, andai niatan sya bagus mudah-mudahan saya jadi. 
Kiranya menyengsarakan masyarakat mudah-mudahan saya tidak 
jadi”. 
 Saat berkunjung dari rumah ke rumah warga lainnya, dimulai dari 
enam bulan sebelum pendaftaran pilkades. Setelah menuntaskan 
kunjungan ke rumah-rumah warga (2828 calon pemilih), tiba saatnya 
waktu pendaftaran. Akhirnya dengan menggadaikan BPKB sepeda motor 
tengganya, yang masih sebagi Calon Kepala Desa Jelbuk. Setelah terdfatar 
sebagai kandidat Kades dia mengulangi lagi bersilaturahmi ke rumah-
rumah warga. Untuk kunjungannya yang kedua tidak semua warga yang 
dapat dijangkau karena alasan waktu. 
b.  Struktur Organisasi Pemenang Pilkades Desa Sabrang 
 Berbeda dengan Jelbuk. Di Desa Sabrang pada umumnya struktur 
organisasi pemenang pilkades lebih tersusun secara jelas. Pembagian 
tugas dan wilayah pemenang masing-masing anggota juga jelas. 
Organisasi Pemenang Pilkades yang biasa disebut dengan Tim Sukses 
diisi dengan orang-orang yang sengaja direkrut dan diberi imabalan.  
 Selain itu kandidat Kades juga merekrut “Tim Siluman” yang 
beranggotakan 2 sampai 4 anggota. Sesuai dengan namanya Tim ini 
direkrut secara rahasia. Tidak semua orang tahu bahwa mereka (anggota 
tim sukses) berada di pihak kandidat tertentu. Hanya orang-orang 
tertentu saja yang mengetahuinya. Tim ini dibentuk untuk mengetahui 
secara pasti siapa orang-orang yang betul-betul menjadi pendukung 
Kandidat tertentu, dan siapa pula yang hanya berpura-pura menjadi 
pendukungnya. Selain itu menurut informan yang lain ”tugas tim siluman 
adalah untuk memantau apakah dana yang dikeluarkan sudah sampai ke 
tangan masyarakat” (Bapak Sumarno). 
Dalam masyrakat Desa Sabrang, kebiasaan silaturahmi memang 
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masih dianggap penting, tetapi pemberian materi dianggap lebih menarik 
oleh sebagian warga. Terutama bagi yang muda-muda. Pada saat pilkades 
pemberian uang kepada masyarakat antara para kandidat Kades bahwa 
pemberian uang kepada masyarakat tidak menjadi masalah seperti 
kutipan berikut ini: 
“di dalam pelaksana PILKADES Desa Sabrang yang berlangsung di 
lapangan Desa Sabrang telah dicapai Kesepakatan oleh ketiga calon 
bahwa masalah pembagian uang di dalam PILKADES tidak 
dipermasalahkan. 
 
Pernyataan di atas dikutip dari Berita Acara tidak ada masalah 
Pembagian Uang bagi Masyarakat. Ditandatangani oleh Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan 
Kepala Desa Sabrang dan para Calon Kepal Desa Sabrang, masing-masing 
Ir. Subitantoro , Muhammad Badri, dan Hj. Siti Sumyiati. 
Hj. Sumiyati memberikan argumentasi latar belakang 
disepakatinya melegalkan pemberian uang kepada masyarakat sebagai 
berikut: 
“atas tuntutan masyarakat, terutama yang muda-muda, bahwa 
seseorang pergi ke Balai Desa untuk mengikuti Pilkades itu kan 
membutuhkan waktu, meninggalkan pekerjaan. Kalau mereka 
bekerja dapat uang, kalau pas ada pemilihan kan libur, tidak dapat 
uang. Sebagai gantinya ya kira-kira ini para calon Kepala Desa 
membuat kesepakatan untuk tidak mempermasalahkan pemberian 
uang kepada warga masyarakat, itung-itung sebagai pengganti 
upah andai mereka bekerja”  
  
 Menurut Bapak Mahmud, “setiap ada PILKADES di Desa ini pasti 
ramai, besar-besaran. “entek-entekan”, menang ya tapi masih ada harapan 
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untuk kembali modal karenabengkoknya luas, lebih-lebih yang kalah. Ya 
ludes  betul”. 
 Kembali ke Tim Sukses, kalau pada umumnya para tokoh agama 
dijadikan “rebutan” oleh para calon Kades untuk dijadikan votegetter guna 
meraih suara sebanyak-banyaknya, kasus Hj. Sumiyati justru berbeda. Ia 
tidak menggunakan Tokoh Agama. Alasannya, pencalon Hj. Sumiyati 
ditentang oleh para Tokoh Agama/Kiai. Alasannya karena ia Perempuan. 
Para Kiai beranggapan bahwa pemimpin perempuan adalah haram. Bila 
masih ada calon laki-laki masyarakat dihimbau untuk memilih laki-laki. 
Demikianlah pendirian para Kiai, setidaknya seperti yang dirasakan oleh 
Hj. Sumiyati selama beliau mengikuti tahapan pencalonan diri sebagai 
Kepala Desa di Sabrang. Untuk itu Kiai tidak “dipakai” H.Masyhuri, 
suami sekaligus pengendali Tim Sukses Hj. Sumiyati, sebab setelah 
dilakukan pendekatan dengan para tokoh Agama/Kiai yang saya katakan 
tetap kalah. Akhirnya saya tinggalkan” (H. Masyhuri ).  
Dengan pertimbangan bahwa Hj. Sumiyati tidak didukung oleh 
para tokoh masyarakat/ Kiai, juga kurang mendapat dukungan dari para 
guru dan tokoh Pemuda, selain itu baik para Kiai, guru tokoh pemuda 
maupun masyarakat awam, memiliki hak suara yang sama, masing-
masing memiliki satu suara, maka kedua kelompok tersebut tidak 
“digunakan”. Hj. Masyhuri mengonsentrasikan diri pada pemilih 
masyarakat awam. Dikunjungi rumah-rumah masyarakat awam, diajak 
bicara dari hati-kehati. Ditampung segala pendapatnya, dan mereka akan 
memberikan dukungan yang tulus. 
“berhadapan dengan masyarakat awam itu enak, cukup dengan 
modal senyum, diajak ngobrol yang tidak muluk-muluk. Kalau dia 
tukang sabit kita ajak bicara tentang rumput sapi, pasti bicaranya 
akan gayeng. Jangan bicara tentang sepeda motor atau mobil, dia 
nggak ngerti” (H. Masyhuri).    
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Sementara itu Hj. Sumiyati lebih melakukan pendekatan dengan ibu-ibu 
pengajian. Sebab walau para Kiai Desa Sabrang “mengharamkan” 
pemimpin perempuan, akan tetapi ibu-ibu pengajian mendukung 
pencalonan diri Hj. Sumiyati, “Fans-fans saya itu banyak dari ibu-ibu 
pengajian, dan orang-orang yang sudah sepuh” (Hj. Sumiyati). 
 Dua orang anggota Tim Siluman direkrut secara khusus oleh H. 
Mashuri, dan hanya dia serta istrinya yang mengetahui bahwa kedua 
orang tersebut menjadi bagian dari tim suksesnya, orang lain tidak 
mengetahui. 
“walau saya bertemu di jalan dengan anggota tim siluman saya, 
saya tidak bertegur sapa, ya … seperti orang nggak kenal gitu. 
Dengan demikian mereka tidak curigai masuk di mana saja. Tugas 
Tim siluman itu hebat, seperti LSI (Lembaga Survei Indonesia ) dia 
sudah bisa mendeteksi siapa kawan dan lawan yang sebenarnya, 
serta berapa jumlah suara yang sekiranya bisa di dapat. Di mata 
masyarakat saya ini seperti supermen, dapat menangani segala 
sesuatunya secara sendirian, nggak tahunya ya…..di bantu oleh 
Tim Siluman itu ha… ha…” (H. Mashuri)    
 
L.  Kapasitas Kebijakan PUG Penyelenggara Pilkades 
 Srake holder atau Pemangku Kepentingan dalam proses Pemilihan 
Kepala Desa dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok Pertama 
adalah kelompok yang termasuk dalam organisasi Penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa, unsur-unsurnya adalah Tim Pemantau Pelaksana 
Pemilihan kepala Desa, Muspika, UPTD pendidikan, Badan 
Permusyawaratan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari 
calon Kepala Desa yang terdiri dari Calon Kepala Desa, Saksi-saksi, Tim 
Sukses, Bagian Konsumsi, dan masyarakat Pemilih. 
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 Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Jumlah 
anggota BPD adalah 2189 orang, yang terdiri dari laki-laki 2139 orang, dan 
perempuan 50. Sedangkan dalam Susunan Kepanitiaan Pilkades 
didapatkan angka sebagai berikut. Pengurus laki-laki 4311, Pengurus 
Perempuan 587 orang, jumlah keseluruhan 4898 orang. Sedangkan jumlah 
Tim pemantau, UPTD pendidikan, dan Muspika sebanyak 141 orang, 
yang terdiri dari 138 orang perempuan, dan 3 laki-laki. Bila jumlah 
pengurus BPD, Pan Pilkades, Tim Pemantau, Muspika dan UPTD 
Pendidikan diakumulasikan berdasarkan Jenis kelaminnya maka akan 
seperti dalam tabel 14 berikut ini: 
 
Tabel 14 Jumlah laki-laki dan perempuan dalam Organisasi 
Penyelenggara Pemilih Kepala Desa 
NO 
Organisasi Penyelenggara 
Pilkades 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 BPD 2139 50 2189 
2 Pan. Pilkades 4311 587 4898 
3 Tim Pemantau, Muspika, 
UPTD 
138 3 141 
Jumlah 6588 640 7228 
Sumber : Data diolah dari tabel 4.6;4.7 dan tabel 4.10 (tahun 2009-2010) 
 
 Dalam tabel 14 di atas nampak bahwa proporsi perempuan dalam 
Organisasi Penyelenggara Pemilihan kepala Desa minim sekali. Data 
dalam tabel tersebut akan mudah di “baca” bila ditransformasikan dalam 
bagan “Pie” berikut ini,  
 
 
Gambar 1 Perbandingan laki-laki dan Perempuan dalam Organisasi 
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Penyelenggaraan Pilkades Jember tahun 2009 – 2010 
  
 
Sumber : Tabel 14, data diolah 
 
 Dari Tabel 14 dan gambar 1 di atas dapat diketahui dengan mudah 
bahwa jumlah keseluruhan yang terlibat di dalam Organisasi 
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember adalah 
7228. Laki-laki 6588 orang (91%) , dan perempuan 640 orang (9%). Angka 
9%, atau kurang dari 10 %. Dengan berpedoman pada cara yang pertama 
Kriteria Penilaian, berarti Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender 
di Kabupaten Jember : ”rendah”. 
 Cara yang kedua, didahului dengan mengidentifikasi jabatan-
jabatan inti dalam struktur organisasi Pemilihan Kepala Desa (dibatasi 
hanya BPD dan Pan. Pilkades), selanjutnya dihitung seberapa banyak 
perempuan yang terlibat dalam jabatan inti. Jabatan Inti dlmn BPD 
meliputi, Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris. Sedangkan dalam Pan. 
Pilkades, Panitia Inti terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil 
Sekretaris, dan bendahara, komposisi pengurus inti dalam BPD, dan Pan. 
Pilkades adalah sebagai berikut: 
 Tabel 15 Jumlah laki-laki dan perempuan yang duduk dalam Jabatan Inti 
dalam Organisasi BPD dan Pan. Pilkades 
  
9% 
91% 
perempuan 
94 
 
NO Jabatan init dalam 
Jenis kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 
2 
BPD 
Pan. Pilkades 
480 
704 
18 
49 
498 
753 
Jumlah 1184 67 1251 
Sumber : data diolah (tahun 2009-2010) 
 
 Dari keseluruhan orang yang duduk dalam jabatan inti, 1251 orang, 
hanya sedikit sekali perempuan yang terlibat di dalamnya.  Hanya 5% 
perempuan yang duduk dalam jabatan init Organisasi Pemilihan Kepala 
Desa (BPD, dan Pan. Pilkades), atau hanya sekitar 67 orang dari jumlah 
keseluruhan yang mencapai angka 1251 orang. Dengan demikian 
berdasarkan  Kriteria Penilaian cara Kedua, maka kapasitas Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) “rendah”. 
 Hasil analisis Kapasitas baik menggunakan cara pertama, maupun 
cara kedua sama-sama menunjukkan penyertaan perempuan dalam 
Organisasi Pemilihan Kepala Desa adalah rendah, yaitu di bawah 30%. Ini 
berarti kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks 
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember “rendah”. 
 
Gambar 2 Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan yang 
menduduki jabatan inti dalam BPD dan Pan. Pilkades 
Kabupaten Jember, tahun 2009-2010 
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Sumber : data diolah 
 
Dengan demikian tujuan yang pertama dalam mengenai penelitian 
ini yaitu: 
Mendapatkan gambaran / deskripsi mengenai kapasitas kebijakan 
pengarusutamaan gender dalam konteks pemilihan kepala desa di 
Kabupaten Jember telah terjawab. 
 Bila diamati, hampir dalam semua unsur Organisasi Penyelenggara 
Pilkades terjadi kesenjangan gender yang lebar. Artinya terhadap 
perbedaan peran gender yang besar, yaitu laki-laki sangat dominan dalam 
menduduki posisi di tiap tingkatan struktur organisasi. Namun demikian 
ternyata masih ada kesetaraan gender bahkan perempuan lebih dominan 
perannya dibandingkan dengan laki-laki, hal ini ditandai dengan lebih 
banyaknya perempuan di banding laki-laki yang menduduki tingkat 
jabatan tertentu. 
 Kesenjangan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan 
perempuan tidak memperoleh akses, kesempatan, manfaat yang setara 
dalam memasuki atau menduduki suatu jabatan tertentu Organisasi 
Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa. Kesenjangan gender ditandai 
dengan perbedaan jumlah  laki-laki dan jumlah perempuan yang terdapat 
pada tingkatan organisasi Penyelenggara Pilkades. 
5% 
95% 
perempuan 
laki-laki 
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Tabel 16  Tingkat Kesenjangan gender dalam Struktur Organisasi Pilkades 
Kabupaten Jember tahun 2009-2010 
 
NO Tingkatan Jabatan 
Peran Gender Tingkatan 
Kesenjangan (%) L  P  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ketua BPD 
Ketua Pan. Pilkades 
Wakil Ketua BPD 
Wakil Ketua Pan. Pilkades 
Sie Perlengkapan Pan. Pil. 
Humas, Transport, Dok. 
Anggota BPD 
Sekretaris Pan. Pilkades 
Pantarlih 
Sekretaris BPD 
Bendahara  
Seksi Kesehatan 
Seksi Konsumsi  
166 
166 
166 
166 
719 
601 
1659 
158 
1162 
149 
133 
63 
225 
0 
0 
0 
0 
4 
11 
32 
8 
77 
17 
33 
81 
365 
100      :  0 
100      :  0 
100      :  0 
100      :  0 
99        :  1 
98        :  2 
98        :  2 
95        :  5 
94        :  6 
  90        :  10 
  80       :  20 
 44       :  56 
 38       :  62 
Sumber : tampilan data dianalisis berdasarkan data pada gambar  
 Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun perempuan 
yang menduduki tingkatan/posisi Ketua, Wakil Ketua. Untuk tingkat 
sekretaris Pan. Pilkades 5 % dijabat perempuan. Kesetaraan gender mulai 
nampak untuk posisi sekretaris BPD , yaitu sebanyak 10 %, dan berturut-
turut nampak semakin meningkat bahkan melampaui keberadaan laki-
laki, yaitu pada posisi-posisi Bendahara 20 %, Seksi Kesehatan 56 %, dan 
Seksi Konsumsi yang mencapai 62%. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan Gender 
terjadi pada hampir semua tingkatan dalam kepengurusan organisasi 
Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember. Dengan kata 
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lain Kapasitas Kebijakan PUG buruk. Kesetaraan Gender mulai nampak 
pada tingkatan / jabatan Sekretaris, Bendahara, Seksi Kesehatan, dan 
Seksi Konsumsi. 
 
M. Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Kebijakan PUG 
Penyelenggara Pilkades    
 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kapasitas PUG para 
penyelenggara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember ? Guna 
menjawab permasalahan tersebut maka dibutuhkan penjelasan tentang 
fakta adanya kesenjangan gender di kait kan dengan fakta-fakta lain yang 
ada di lapangan. Selain itu sesekali dikemukakan teori-teori yang revelan, 
sehingga dapat dijelaskan bagaimana kesenjangan gender itu terjadi. 
 Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa yang banyak berperan di 
Lapangan adalah BPD, Panitia Pilkades dan seksi-seksi yang ada di dalam 
nya. Pertanyaannya, siapa yang memiliki wewenang untuk membentuk 
lembaga-lembaga tersebut, dan bagaimana mekanisme rekruitmen dalam 
mengisi jabatan-jabatan di dalam nya hingga terbentuk susunan 
kepengurusan yang didominasi oleh laki-laki. 
 Menurut Peraturan Pemerintahan RI. No.72 Tahun 2005 tentang 
Desa, pasal 30 (1) ditetapkan dengan cara musyawarah dan munafakat. 
Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD seperti yang diamanatkan dalam 
PP/2005 pasal 43(2) yang menyatakan “BPD memproses pemilihan kepala 
desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
kepala desa”. Setelah susunan Panitia inti Pilkades terbentuk selanjutnya 
mereka melengkapi dengan seksi-seksi. 
Kewenangan membentuk Lembaga Pilkades dan Proporsi laki-
laki dan perempuan dalam susunan kepengurusannya dapat dilihat 
dalam gambar berikut : 
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Gambar 3 Kewenangan membentuk Lembaga Pilkades dan 
Proporsi kepengurusannya berdasarkan jenis kelamin 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
  : wewenang 
 
             Dalam gambar di atas menunjukkan, susunan pengurus BPD 
didominasi oleh laki-laki. BPD Membentuk Panitia “inti” Pemilihan 
Kepala Desa, dan menghasilkan susunan pengurus yang didominasi oleh 
laki-laki pula (L”623;P:50), selanjutnya panitia inti (terdiri dari Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) menunjuk orang-orang yang 
direkrut untuk menjadi seksi-seksi dalam Panitia Pilkades. Hasilnya sama, 
yaitu laki-laki mendominasi. Jadi dalam pembentukan lembaga pilkades 
telah terjadi pola yaitu bila yang berwenang membentuk didominasi laki-
laki maka akan menghasilkan lembaga yang didominasi oleh laki-laki 
pula. Terutama untuk posisi-posisi Jabatan inti seperti Ketua, Wakil Ketua 
dan Sekretaris. 
Selain itu hasil wawancara dengan salah satu informan juga turut 
memperkuat pendapat bahwa perempuan hanya layak untuk pekerjaan 
yang memang sudah di “label”kan untuknya : 
“untuk bendahara kita megang perempuan…biasanya kalau 
perempuan itu…satu kebanyakan lebih irit lah gampangnya, 
biasanya kalau uang sudah dipegang perempuan mau keluar itu 
sulit, biasanya gitu. Itu malahan dari teman-teman kita yang 
BPD 
Pan. 
Pilkades 
Seksi-seksi 
L : 2139 
P :     50 
L : 623 
P :   41 
L : 3607 
P :   538 
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mengusulkan, harus perempuan! Dari kita itu harus perempuan, 
siapa? (orang yang tepat untuk menduduki posisi itu) gitu….. 
sedangkan untuk seksi konsumsi itu kita perempuan, ya 
bendaharanya itu sekaligus menjadi koordinator seksi konsumsi. 
Sedangkan pada pelaksanaannya kita pakai sistim zik-zak, artinya 
ada laki-laki bagian membawakan konsumsinya, sedangkan 
perempuannya bagian menyiapkan di belakang” (Bpk. Ahmad. 
Ketua BPD Jelbuk) 
 
Bapak  Ahmad, dan Bapak Arifin selaku Ketua dan Anggota Jelbuk 
ketika ditanya pada kesempatan berbeda, mengapa memilih laki-laki 
untuk menduduki posisi pemimpin? Argumentasi mereka hampir sama 
yaitu tugas pimpinan panitia Pilkades itu berat, seringkali pekerjakan 
dilakukan hingga larut malam. Ia, laki-laki dan warga sekelilingnya 
menganggap biasa bila keluar rumah atau pulang sampai malam hari tapi 
tidak demikian dengan perempuan, maka dari itu laki-laki adalah pilihan 
yang tepat untuk posisi pimpinan. Selain itu faktor kesigapan, gerak cepat 
dan tangkas sangat dibutuhkan untuk jabatan ini, dan itu hanya bisa 
dilakukan laki-laki. Menurut para informan, pekerjaan ketua panitia 
pemilihan penuh ketegangan terutama menghadapi para warga yang 
tidak puas terhadap keputusan Pan. Pilkades, karena perempuan 
dianggap lemah, dikhawatirkan shock maka perempuan dianggap tidak 
layak untuk menduduki jabatan pimpinan. Rasa percaya diri laki-laki 
nampaknya tidak hanya sampai di situ saja, selain merasa dirinya lebih 
“hebat” dari perempuan seperti gambaran di atas, juga merasa mampu 
melindungi perempuan dengan cara menggantikan resiko besar yang 
bakal diterima oleh perempuan bila dia menjadi pimpinan, untuk itu 
perempuan diberikan pekerjaan yang resikonya kecil – kecil seperti 
kutipan berikut : 
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“kalau perempuan itu istilahnya resikonya yang kecil-kecil, kalau 
laki-laki resikonya yang lebih besar-besar. Kita juga tidak ingin 
dalam pelaksanaan nanti kalau ada sesuatu yang kita nggak 
inginkan kan kawatir lah…apa lagi seorang perempuan kalau 
dikenai beban sedikit saja dawn, shock atau apa gitu” (Bpk. Ahmad. 
Ketua BPD Jelbuk). 
 
          BPD (sangat didominasi laki-laki) berwenang membentuk Pan. 
Pilkades, dan memilih laki-laki untuk menduduki jabatan inti, sedangkan 
perempuan didudukkan dalam jabatan “anggota”. Pembagian pekerjaan 
berdasarkan jenis kelamin ini terjadi dipengaruhi oleh persepsi tentang 
peran gender pengurus BPD. 
            Persepsi Para anggota BPD yang menganggap perempuan itu 
“lemah”, boleh jadi penilaian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di 
lapangan. Bagaimana menurut perempuan tentang jabatan pengurus inti 
dalam organisasi, di bawah ini pendapat dua informan perempuan. 
            Ibu Siti Muryani seorang perempuan mantan Kepala Desa Jelbuk 
yang pernah menjabat pada periode 1993 – 2001 berpendapat bahwa 
perempuan adalah paling sesuai untuk menjabat sebagai pemimpin. 
Menurut beliau perempuan lebih teliti, hati-hati dan tidak sembrono. Setiap 
ada surat penting cepat dicatat, berkas-berkas dokumen tertata dengan 
rapi sehingga mudah ditemukan bila dibutuhkan dan memudahkan 
kelancaran pekerjaan. Laki-laki cenderung ceroboh, tidak disiplin 
makanya sering melakukan kesalahan. 
            Ditanya mengenai bagaimana kalau ada pekerjaan yang harus 
diselesaikan sampai larut malam? Beliau menjawab bahwa sebagai 
seorang Kepala Desa sudah biasa melakukan pekerjaan hingga larut 
malam, bahkan kalau ada laporan pencurian di salah satu Dusun tertentu, 
pada malam itu juga dengan diantar oleh suami atau perangkat Desanya 
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ia “turba” langsung pada malam hari itu juga, bahkan di musim 
penghujan dan suasana Desa yang masih rimbun pepohonan tanpa 
penerangan listrik. Jadi tidak ada masalah bekerja malam hari, karena 
memang kewajibannya. 
            Untuk mengamankan Desanya Ibu Siti tidak segan-segan 
bertandang ke rumah “pentolan” pencuri sapi untuk menitipkan Desanya 
agar aman dari kasus pencurian. Demikian juga bila ada keramaian / 
tontonan yang biasanya disertai dengan digelarnya perjudian, dia tidak 
segan-segan menghampiri dan menitipkan Desanya agar tidak membuat 
keributan. Untuk semua itu perlu “pengorbanan” yaitu memberikan baju 
dan sarung setiap menjelang hari Raya Idul Fitri, atau sekedar memberi 
rokok kepada para penjudi yang biasanya sering membuat onar. 
            Ibu Siti pun tidak dapat yang dipersepsikan laki-laki, bahwa 
perempuan itu lambat, lemah, mudah shock. Terbukti ada beberapa kali 
peristiwa kecelakaan yang merenggut jiwa warganya, dan keluarga tidak 
mau mayat korban dibawa ke rumah sakit untuk di visum karena 
menurut isu yang beredar di tengah warga kalau ada mayat korban 
dibawa ke rumah sakit maka organ dalam korban akan diambil untuk 
dijadikan praktek. Menanggapi kenyataan ini Ibu Siti mengajak keluarga 
korban ke rumah sakit untuk memastikan bahwa itu tentang diambilnya 
organ dalam korban itu tidak benar. Setelah proses administrasi Ibu Siti 
mengajak keluarga korban untuk memandikan mayat sekaligus untuk 
lebih memastikan tidak terjadi pengambilan organ tubuh korban. 
Kenyataan ini bukti bahwa perempuan tidak lemah, tidak mudah shock 
dan lain-lain stigma seperti yang dipersepsikan oleh laki-laki. 
           Suciati (Kades Jelbuk) juga mengatakan tidak jadi masalah bekerja 
malam hari. Sama dengan Ibu Siti bila secara mendadak harus keluar 
rumah tengah malam biasanya ditemani oleh suaminya, atau kadang-
kadang oleh salah satu perangkat desanya. Walaupun di antar, tapi 
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suaminya tidak pernah ikut campur dalam urusan pekerjaan. 
          Disinggung mengenai siapa yang pantas untuk diangkat menjadi  
pemimpin, laki-laki atau perempuan? Dia menjawab bukan atas 
pertimbangan laki-laki atau perempuan, akan tetapi lebih mengutamakan 
kemampuan. Tidak peduli laki-laki atau perempuan yang penting 
kemauan dan kemampuannya. jawaban ini sungguh menarik, dia tidak 
mempermasalahkan gender akan tetapi lebih kepada skill yang dimiliki 
oleh seseorang. Tujuan Kebijakan Pengarusutamaan gender adalah 
terwujudnya kesetaraan gender dalam segala bidang kehidupan. Jawaban 
Ibu Suciati adalah cermin terciptanya kesetaraan gender. 
          Ketika ditanya tentang seksi konsumsi, ternyata jawabannya sama 
dengan informan pada umumnya yaitu, perempuan. Maksudnya dia 
berpendapat bahwa untuk seksi konsumsi yang paling cocok ditangani 
oleh perempuan. Dari pemaparan di atas terdapat tiga pendapat 
mengenai keputusan seseorang memilih calon yang tepat untuk 
didudukkan dalam suatu jabatan tertentu. 
Pertama, pekerjaan pimpinan /panitia Pilkades berat, membutuhkan 
kecepatan dalam bertindak. Laki-laki adalah orang yang kuat, bebas, dan 
lincah. Maka laki-laki lah yang paling tepat untuk menduduki jabatan 
pimpinan dalam Panitia Pilkades. 
Kedua, pekerjaan pimpinan itu membutuhkan ketelitian, ketertiban 
dan disiplin. Laki-laki itu ceroboh, tidak tertib. Maka perempuanlah yang 
paling sesuai untuk menduduki jabatan pimpinan itu, karena perempuan 
pada umumnya tertib, disiplin dan rapi. 
Pendapat pertama dan kedua dapat dibuat suatu “pernyataan” 
bahwa : terdapat kecenderungan untuk mengidentifikasi suatu jenis 
pekerjaan tertentu dengan jenis kelamin yang sesuai dengan pekerjaan 
tersebut (untuk selanjutnya disebut Persepsi peran gender) dan untuk 
selanjutnya persepsi peran gender ini dijadikan sebagai dasar Keputusan 
103 
 
seseorang untuk memilih suatu jenis kelamin tertentu guna ditempatkan 
pada jabatan yang sesuai. Contoh : Tugas Penyelenggara Pilkades 
membutuhkan tenaga yang tegar dan siap bekerja setiap saat. Laki-laki 
adalah tegar dan bebas maka yang sesuai untuk menduduki jabatan itu 
adalah laki-laki.  
               Dari hasil analisis Kapasitas didapatkan fakta bahwa 
perbandingan antara laki-laki dengan perempuan dalam kepengurusan 
Penyelenggara Pilkades di Kabupaten Jember sangat jomplang. 
Keikutsertaan laki-laki mencapai 6588 orang atau sekitar 91% sedangkan 
perempuan Cuma 640 orang yang ikut andil dalam kepengurusan 
pilkades atau sekutar 9%. Ditinjau dari segi keikutsertaan laki-laki dan 
perempuan dalam kepengurusan inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara) laki-laki tetap dominan yaitu 1184 (95%), sedangkan 
Perempuan 67 orang atau hanya 5% saja. Dengan demikian sebagaimana 
telah disimpulkan Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam 
konteks Pemilihan Kepala Desa di Jember “buruk”. 
               Buruknya Kapasitas PUG disebabkan pihak-pihak yang 
berwenang untuk membentuk Panitia Pilkades memiliki persepsi bahwa 
pekerjaan mengurusi Pemilihan Kepala Desa itu berat. Selain itu mereka 
juga beranggapan bahwa laki-laki adalah insan yang kuat, cekatan dan 
bebas. Maka dari itu hanya laki-laki saja yang “pantas: untuk menjadi 
penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, terutama untuk jabatan-jabatan 
inti. Sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang 
cekatan, tidak bebas untuk keluar rumah. Pekerjaan yang dipersepsikan 
tidak membutuhkan tenaga dan biasa ditangani oleh perempuan adalah 
pekerjaan menyiapkan hidangan, merawat, mengelola keuangan 
(pekerjaan sehari-hari perempuan di rumah). Dengan persepsi semacam 
itu, kedudukan yang dianggap paling sesuai dipegang oleh perempuan 
adalah seksi konsumsi, kesehatan, bendahara dan sekretaris. Dapat 
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dipahami bila fakta menunjukkan bahwa dalam posisi tersebut 
perempuan mendapatkan perannya yang setara dengan laki-laki, bahkan 
untuk seksi konsumsi dan tenaga kesehatan jumlah perempuan lebih 
banyak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor persepsi peran 
gender Penyelenggara Pilkades berpengaruh terhadap Kapasitas 
Kebijakan PUG. 
Apakah faktor persepsi adalah salah satunya penyebab kapasitas 
PUG? Dalam wawancara dengan para penyelenggara Pilkades, seperti 
Ketua BPD, Tim Pemantau, Sekcam, Kasi pemerintahan membuktikan 
bahwa mereka tidak atau lupa terhadap INPRES 9/2000 tentang 
kesetaraan Gender. Pada prinsipnya kebijakan tersebut berisi tentang 
instruksi agar setiap program, kebijakan pembangunan bak di pusat 
maupun di daerah harus berperspektif gender. Artinya harus 
mempertimbangkan kesetaraan gender dengan cara memberi akses, 
kesempatan dan manfaat yang sama terhadap laki-laki dalam siklus 
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai 
dengan evaluasi. Pendek kata laki-laki dan perempuan harus 
diikutsertakan dalam proses pembangunan. 
          Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para penyelenggara 
Pilkades tidak /kurang paham terhadap kebijakan tersebut sehingga 
dalam melaksanakan tugasnya asas kesetaraan gender tidak menjadi 
perhatian. Yang menjadi titik perhatiannya adalah bagaimana 
penyelenggaraan Pilkades berjalan dengan lancar, tertib dan tidak kisruh. 
            Anggota Tim Pemantau (Nurul Hafid) yang selain memantau 
pelaksanaan Pemilihan Kades, juga bertugas untuk memberikan 
pengarahan sebelum pelaksanaan Pilkades mengemukakan bahwa dalam 
menjalankan tugasnya baik ketika rapat – rapat beserta jajaran pimpinan 
Tim Pemantau maupun ketika memberikan pengarahan di Kecamatan 
dan di Desa tidak pernah menyinggung masalah kesetaraan gender.  
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             Teknis pelaksanaan dan menjaga agar pelaksanaan Pilkades 
menjadi materi utama dalam pengarahannya. Pada prinsipnya Inpres 
9/2000 tentang kesetaraan gender tidak/kurang dikenal dalam kalangan 
penyelenggara Pilkades termasuk para Anggota BPD, dan Pan. Pilkades. 
Tidak dikenalnya kebijakan PUG diduga karena tidak adanya sosialisasi. 
Tidak adanya sosialisasi berpengaruh terhadap partisipasi (Miriam 
Budiardjo dalam Ihromi, 1995), yang dimaksud dengan tidak adanya 
partisipasi di sini adalah para anggota BPD yang memiliki wewenang 
membentuk Pan. Pilkades tidak menjadikan kesetaraan gender sebagai 
pertimbangan dalam menentukan orang – orang yang menduduki jabatan 
kepengurusan Pan. Pilkades. Demikian juga Pan. Pilkades ketika 
membentuk seksi – seksi yang dibutuhkan, kesetaraan gender tidak 
menjadi salah satu dasar pertimbangannya, karena mereka tidak paham 
bahkan tidak mengenal adanya Kebijakan tentang kesetaraan gender. 
Dengan demikian faktor Pemahaman Penyelenggara Pilkades juga 
berpengaruh terhadap Kapasitas Kebijakan PUG. 
            Mekanisme rekruitmen untuk menempati kedudukan dalam 
struktur organisasi BPD dan Panitia Pilkades yang cenderung tertutup 
juga ikut mempengaruhi Kapasitas PUG. Dengan mekanisme tertutup 
berarti tidak memberikan peluang bagi masyarakat luas baik laki – laki 
maupun perempuan untuk turut ambil bagian dalam kepengurusan 
penyelenggara Pilkades. Dengan mekanisme rekruitmen tertutup hanya 
orang-orang “dekat” saja yang dapat masuk dalam struktur apalagi bila 
yang diberi wewenang untuk merekrut memiliki persepsi gender yang 
maskulin, maka dapat dipastikan yang ditunjuk untuk mengisi formulir 
adalah laki – laki.  
Dari analisis di atas, dapat dikatakan bahwa buruknya Kapasitas 
Kebijakan PUG dalam konteks pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Jember dipengaruhi oleh tiga faktor : pertama, faktor Persepsi Peran 
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Gender dari Penyelenggara Pilkades yang cenderung maskulin; kedua, 
faktor Pemahaman Penyelenggara Pilkades tentang Kebijakan PUG masih 
rendah; ketiga, adalah Mekanisme rekruitmen keanggotaan 
penyelenggara Pilkades cenderung tertutup.  
N.  Kapasitas Kebijakan PUG Peserta Pilkades 
Dari sudut peserta Pilkades, kapasitas Kebijakan PUG ditentukan 
dari banyaknya partisipasi laki-laki dan perempuan yang mencalonkan 
diri sebagai Kepala Desa. Selain itu ditentukan pula dari banyaknya laki-
laki dan perempuan yang mampu memenangkan Pilkades. Bila kandidat 
kades perempuan lebih 30% dari jumlah kandidat secara keseluruhan 
berarti Kapasitas dinilai baik. Kapasitas sedang bila kandidat perempuan 
berjumlah antara 10% – 30% dari keseluruhan kandidat yang ada, dan 
dinilai buruk bila kandidat perempuan kurang dari 10%. Selain itu juga 
dipertimbangkan prosentase perempuan yang berhasil memenangkan 
Pilkades. Bila prosentasi perempuan yang memenangkan Pilkades lebih 
30% berarti baik. Bila berkisar antara 10% - 30% berarti kapasitas sedang, 
dan bila di bawah 10% berarti kapasitas buruk. Kapasitas inidihitung dari 
berapa jumlah Kandidat perempuan dan berapa prosentase perempuan 
yang berhasil memenangkan pilkades. 
Dari sudut peserta Pilkades, jumlah laki-laki yang mencalonkan 
diri sebagai Kepala Desa (Kandidat Kades) sebanyak 563 orang, 
sedangkan kandidat perempuan sebanyak 59 orang, atau 9.5%. Partisipasi 
perempuan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa masih rendah, 
atau Kapasitas buruk. Bila dihitung dari prosentase perempuan yang 
mampu memenangkan diri dibandingkan dengan jumlah kandidat 
perempuan, didapatkan angka 33%. Artinya dari 59 kandidat perempuan, 
yang muncul sebagai pemenang sebanyak 19 orang. Jumlah ini lebih 
banyak dibandingkan dengan prosentase kemenangan laki-laki, yaitu 
hanya sekitar 29% dari kandidat laki-laki yang berjumlah 504 orang. 
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O. Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Kebijakan PUG Peserta 
Pilkades 
a. Kasus Desa Jelbuk 
            Penduduk Desa Jelbuk didominasi etnis Madura dan Agama Islam. 
Antara Madura dan Islam adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. “… 
tolok ukur orang Madura adalah agama (Islam). Syarat menjadi orang 
Madura itu adalah Islam. Bukan hanya identik tapi harus mutlak Islam.” 
(Abdul Hadi WM, 2007), maka dari itu Kiai menjadi bagian penting bagi 
elite masyarakat pedesaan, informal leader yang signifikan (Abdur 
Rozaki, 2007).  
             Jelas sekali bahwa budaya Madura yang kental dengan norma – 
norma agama (Islam) mendudukkan perempuan pada posisi 
tersubordinasi. Perempuan di bawah kekuasaan dan kontrol laki-laki 
(Effi,2002:49), sehingga hanya laki – lakilah yang layak menjadi 
Pemimpin. 
Bagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Jelbuk yang 
didominasi etnis Madura dan Agama Islam? Apakah para perempuan 
tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kepemimpinan para Kiai sangat 
dipatuhi? Bila pendapat para pakar di atas dijadikan acuan, maka 
fenomena munculnya beberapa perempuan yang mencalonkan diri 
sebagai Kepala Desa di Desa Jelbuk merupakan anomali. Fakta di 
lapangan menunjukkan dari 9 calon Kepala Desa yang bersaing dalam 
memperebutkan posisi puncak dalam struktur pemerintahan desa, 5 di 
antaranya justru dari perempuan, dan 4 sisanya adalah calon laki – laki. 
Berdasarkan perolehan suara pada saat penghitungan, suara terbanyak 
mulai urutan pertama sampai urutan ke lima dipegang perempuan. Laki – 
laki hanya menempati urutan ke 6 dan seterusnya sampai urutan ke 9. 
             Persepsi gender masyarakat Desa Jelbuk, khususnya dikaitkan 
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dengan Kedudukan Kepala Desa, pada umumnya tidak 
mempermasalahkan kepemimpinan perempuan. Tapsir Agama tentang 
pemimpin harus laki – laki dipahami sebagai sebatas pemimpin dalam arti 
Imam dalam Sholat dan pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan 
pemimpin “karier” seperti menjadi Kepala Desa adalah bebas, artinya 
baik laki-laki maupun perempuan dapat mendudukinya.           Tentang 
peranan para Kyai, ternyata kedudukannya sebagai informal leader yang 
signifikan bagi masyarakat Madura tidak berlaku pada masyarakat Desa 
Jelbuk, seperti pernyataan tokoh masyarakat Jelbuk “Di sini para Kiai 
kurang diikuti” (h. Yusuf), pernyataan lebih halus disampaikan oleh 
Camat Jelbuk bahwa “di Jelbuk, Kiai tetap dihormati tetapi tidak 
dominan, artinya tidak semua perkataannya diikuti oleh masyarakat”. 
Teori yang mengatakan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh 
pada tingkat partisipasi seseorang juga tidak berlaku dalam masyarakat 
Desa Jelbuk. Seperti telah dipaparkan di atas bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat Jelbuk masih rendah tetapi memiliki tingkat partisipasi yang 
cukup tinggi, hal ini ditandai dengan banyaknya partai – partai politik, 
dan kegemaran masyarakat, terutama laki-laki untuk menjadi anggota 
partai politik seperti yang disampaikan Camat Jelbuk. Partisipasi politik 
juga dibuktikan dengan banyaknya minat masyarakat untuk menjadi 
kandidat Kepala Desa. 
Faktor pendidikan ternyata juga tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap persepsi gender masyarakat Jelbuk. Para Anggota 
BPD Desa Jelbuk memiliki 11 personil, 4 di antaranya adalah sarjana, 
ketika dilakukan wawancara ternyata persepsinya gendernya cukup bias. 
Para anggota BPD berpandangan bahwa perempuan lebih sesuai untuk 
urusan rumah tangga, akibatnya ketika membentuk Panitia Pemilihan 
Kepala Desa menyisakan perempuan untuk dijadikan Bendahara dan 
Seksi konsumsi dalam struktur keanggotaan Panitia Pilkades. Dari sisi ini 
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teori yang mengatakan bahwa susunan organisasi tergenderkan sesuai 
peran gender masyarakatnya (mac.Donald,at.all., 1999:14) sangat relevan 
dengan fakta di lapangan. 
              Pencalonan Kepala Desa (mekanisme rekruitmen) yang dilakukan 
secara terbuka, diumumkan dari Dusun ke Dusun berpengaruh terhadap 
minat laki-laki dan perempuan. Masyarakat menjadi tahu bahwa untuk 
menjadi Kepala Desa tidak harus laki – laki, perempuan pun boleh 
mencalonkan diri. Selain itu perempuan pertama (Ibu Siti) yang menjadi 
Kepala Desa Jelbuk (1993-2001) juga menjadi inspirasi perempuan Jelbuk 
untuk mengikuti jejaknya. Kerinduan akan kepemimpinan yang tenang, 
kalem penuh kasih sayang kiranya juga berpengaruh pada masyarakat 
Jelbuk untuk memilih perempuan sebagai pemimpin formalnya.                      
Masyarakat Jelbuk menginginkan kedamaian, tidak bergejolak 
seperti ketika dipimpin laki-laki. Dalam pandangan masyarakat Jelbuk 
Kepala Desa laki-laki selalu menyelesaikan persoalan dengan cara-cara 
yang dapat menimbulkan suasana semakin “panas”. Hal tersebut terjadi 
sejak dahulu ketika Jelbuk dipimpin oleh laki-laki. Kini masyarakat Jelbuk 
ingin perubahan, ingin tenang, ayem, tidak penuh gejolak. Untuk 
menciptakan kondisi tersebut hanya perempuanlah yang sanggup 
mewujudkan, maka tidak mengherankan bila dalam pemilihan Kepala 
Desa calon – calon perempuan mendapatkan perolehan suara lebih 
banyak dibandingkan calon laki – laki.  
               Rekruitmen keanggotaan BPD dilakukan secara tertutup, artinya 
pihak yang berwenang (Kades dan Tim) menunjuk orang-orang yang 
dipandang layak, tanpa diumumkan secara terbuka sehingga 
memungkinkan masyarakat yang berminat turut mendaftarkan diri. 
Dengan cara tertutup, penunjukan dilakukan hanya kepada orang-orang 
tertentu berdasarkan selera yang menunjuk. Bila persepsi pihak yang 
berhak merekrut anggota BPD bias gender, maka persepsi tersebut 
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nampak dalam susunan kepengurusan yang juga bias gender, seperti 
yang terjadi di Desa Jelbuk. Dari 11 kepengurusan BPD tidak satupun 
perempuan dilibatkan di dalamnya. Kepengurusan Panitia Pemilihan 
Kepala Desa dilakukan lebih terbuka dibanding pada saat membentuk 
BPD. Masing – masing anggota BPD di tiap Dusun diberi wewenang 
untuk mengajukan beberapa nama.  
                Setelah nama-nama dari tiap Dusun didapatkan, langkah 
berikutnya dilakukan seleksi internal oleh BPD sehingga mendapatkan 4-5 
orang. Setelah itu orang-orang tersebut dimintakan persetujuannya untuk 
menjadi Panitia Pilkades. Bila telah setuju maka ke empat orang tersebut 
melakukan rapat intern guna menentukan pengurus inti, yang terdiri dari 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta menunjuk 
keanggotaan lainnya. Dalam mekanisme demikian persepsi gender para 
anggota BPD juga berpengaruh terhadap penentuan laki-laki atau 
perempuan yang akan didudukkan dalam Panitia Pilkades. Pan. Pilkades 
di Desa Jelbuk terdiri dari 15 orang dengan komposisi 14 laki-laki, dan 1 
orang perempuan. 
               Berbeda dengan mekanisme rekruitmen kepengurusan BPD dan 
Pan.Pilkades yang cenderung tertutup, dalam pencalonan Kepala Desa 
bersifat terbuka. Pendaftaran untuk mencalonkan diri sebagai Kepala 
Desa dilakukan dengan siaran keliling Dusun – dusun dan melalui 
pemasangan spanduk di jalan – jalan Desa. Cara terbuka memungkinkan 
semua warga Desa mengetahuinya dan apabila berminat maka akan 
mendaftarkan diri. Bila persepsi masyarakat terhadap peran gender tidak 
bias / kesetaraan gender, maka tidak menjadi masalah apakah yang 
mencalonkan diri laki – laki atau perempuan. Masyarakat Desa Jelbuk 
tidak mempermasalahkan kepemimpinan laki-laki atau perempuan. 
Sehingga isu penolakan kepemimpinan berdasar pada jenis kelamin 
tertentu tidak ada. Selanjutnya bila seseorang telah mencalonkan diri 
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sebagai Kades maka yang bersangkutan akan membentuk Tim (secara 
terstruktur maupun tidak) pemenangan Pilkades. 
             Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa faktor – 
faktor yang mempengaruhi keikutsertaan laki-laki maupun perempuan 
dalam Pilkades di Desa Jelbuk adalah : Persepsi gender masyarakat Desa 
Jelbuk yang tidak bias, dan mekanisme rekruitmen keanggotaan BPD, 
Pan. Pilkades, serta Penjariangan Bakal Calon Kades. 
            Dengan mekanisme tertutup, peluang masyarakat untuk ambil 
bagian dalam kepengurusan BPD, dan Pan. Pilkades tidak ada. Segalanya 
serba diputuskan oleh pihak yang berhak untuk menunjuk kepengurusan, 
bila anggapannya yang layak untuk duduk dalam kepengurusan adalah 
laki-laki, maka susunan pengurus BPD maupun Pan. Pilkades akan 
didominasi laki-laki, dan sebaliknya. Bila rekruitmen dilakukan secara 
terbuka seperti proses pencalonan Kades, maka semua pihak baik yang 
persepsi gendernya bias maupun tidak bias sama – sama berpeluang 
untuk tampil sebagai kandidat. Keputusan akhirnya di tangan masyarakat 
Desa, siapa yang akan dipilih menjadi pemimpinnya, laki-laki atau 
perempuan. 
b. Kasus Desa Sabrang 
             Populasi Penduduk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu 9965 jiwa, 
lebih dari separuhnya adalah laki-laki. Status sebagai Desa Swakarya 
(transisi) menunjukkan tingkat pendidikan, ekonomi dan 
sarana/prasarana sosial lainnya dipandang cukup memadai. Agama 
mayoritas yang dipeluk Islam. sebagai Desa yang dihuni oleh sebagian 
besar dari etnis jawa, maka budaya jawa dalam kehidupan masyarakat 
Desa Sabrang nampak sekali, seperti bahasa sehari – hari maupun 
kesenian yang ditampilkan setiap ada kegiatan perayaan. Bahasa jawa, 
senyuman dan posisi punggung agak ditundukkan ketika bercakap-
cakap, terutama dengan orang yang baru dikenal dan lebih tua, serta 
112 
 
menunjuk menggunakan ibu jari adalah pemandangan sehari-hari ketika 
peneliti berada di Desa tersebut. Penduduk Desa Sabrang berasal dari 
Mataram, Osing, Ponorogo, dan Blitar. 
            Dalam pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan pada hari 
Rabu, tanggal 28 Maret 2010, dan diikuti oleh 3 kandidat muncul sebagai 
pemenang Hj. Siti Sumiyati satu – satunya kandidat perempuan. Hj, 
Sumiyati sekaligus merupakan perempuan pertama se Kecamatan 
Ambulu yang berhasil memenangkan Pilkades. 
            Pertanyaannya mengapa masyarakat Desa Sabrang memilih 
perempuan sebagai pemimpinnya, bukan laki-laki? Padahal Desa Sabrang 
kental dengan budaya yang cenderung paternalistic. Selain itu tapsir 
Agama yang dianut oleh para Kiai Desa Sabrang jelas, Pemimpin 
perempuan haram hukumnya. 
             Budaya paternalistic dan patriarki nampak sekali susunan 
kepengurusan BPD, dan Panitia Pilkades. 11 anggota BPD semuanya 
dipegang oleh laki-laki, demikian pula kepengurusan Panitia Pilkades 
yang berjumlah 35 orang, semuanya adalah laki – laki termasuk seksi 
konsumsi yang biasanya diserahkan pada perempuan. Kondisi, di mana 
laki-laki mendapat keududkan istimewa dalam masyarakat membenarkan 
pendapat Handayani dan Novianto yang mengatakan “budaya Jawa yang 
cenderung paternalistik, laki-laki memiliki keududukan yang istimewa” 
(http://esterlianawati.wordpress.com/2008/04/09. tidak ada anggota 
masyarakat yang berkeberatan, mengkritik apalagi mengecam kondisi di 
atas. Semua seolah sama-sama ikut memelihara budaya yang sudah 
berjalan dalam kurun yang lama. Mempertahankan harmoni adalah salah 
satu ciri dari budaya Jawa, seperti yang dikatakan oleh Tjipta Lesmana, 
“Kultur Jawa mengagungkan Kerukunan dan keharmonisan. Rukun 
berarti berada selaras, tenang, dan tenteram. Antar sesama, jangan 
membuka aib. Kritik terbuka –apalagi kecaman- harus 
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dihindarkan…”(http://kompas.com), 
             Senada dengan pendapat di atas, Wikipedia kategori budaya Jawa 
memaparkan,”(http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Budaya). ebudayaan 
Jawa kuewe ngutamaken keseimbangan, keselarasan karo keserasian, dadi kabeh 
unsur (urip karo mati, alam karo mahluk urip) kudu harmonis, saling 
berdampingan, intine kabeh kudu cocok” 
            Para tokoh Agama, Kyai di Desa Sabrang pada umumnya menolak 
munculnya calon Kepala Desa Perempuan (Hj. Siti Sumiyati). Sikap 
penolakan ini didasarkan pada tapsir agama yang mengatakan bahwa 
pemimpin adalah laki-laki. Pendirian para Kiai tersebut tidak dapat 
diubah betapa pun H. Masyhuri sebagai suami sekaligus Pemimpin “Tim 
Sukses” Hj. Sumiyati telah melakukan lobi dan memberikan argumentasi 
perihal pencalonan istrinya sebagai kandidat Kepala Desa. Karena merasa 
sudah tidak mampu meyakinkan para Kiai, maka H. Masyhuri “tidak 
memakai” para tokoh agama Islam tersebut sebagai votegetternya. 
          Mekanisme rekruitmen yang dipadu dengan persepsi anggota BPD 
yang bias gender menghasilkan kesenjangan gender dalam kepengurusan 
BPD, maupun Panitia Pilkades. Kesenjangan gender berarti keanggotaan 
pengurus BPD maupun Pan. Pilkades sangat didominasi oleh jenis 
kelamin tertentu, dalam hal ini laki-laki. Demikian juga halnya dengan 
masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan ketika ditanya mengenai 
siapa yang layak untuk menjadi Kepala Desa Sabrang, laki-laki atau 
perempuan? Mereka menjawab “laki-laki”. 
           Bila masyarakat Sabrang menghendaki Kepala Desa laki-laki dan 
para Kiai mengharamkan Pemimpin perempuan, mengapa Hj. Sumiati 
dapat lolos sebagai pemenang dalam Pilkades yang dilakukan secara 
langsung? 
            Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak tunggal, ada beberapa 
kemungkinan. Bila menilik strategi yang digunakan H. Masyhuri dalam 
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menarik simpati, berarti kemenangan istrinya dikarenakan keberhasilan 
H. Masyhuri mendekati masyarakat “awam” yang ia temui dari rumah ke 
rumah jauh sebelum hari pemungutan suara. Meyakinkan masyarakat 
awam menurutnya jauh lebih mudah, karena cukup dengan tersenyum, 
mendengarkan keluhannya dan harapan-harapannya maka mereka pun 
akan menaruh simpati. Dalam kesempatan bedialog dengan warga 
“awam” H. Masyhuri meyakinkan bahwa walau istrinya yang menjadi 
Kepala Desa akan tetapi yang berperan di belakang layar, yang 
mengendalikan pemerintahan Desa tetap dia. Untuk diketahui H. 
Masyhuri adalah mantan Kepala Desa Sabrang selama dua kali periode.  
            Sebelumnya dia menjadi Pejabat Kepala Desa Sabrang selama tiga 
tahun, dan sebelum itu dia menjabat sebagai kemit, atau Kepala urusan 
Kesra Pemerintah Desa Sabrang. Pengalaman yang lebih 30 tahun dalam 
pemerintah Desa Sabrang telah mengantarkannya menjadi pemimpin 
yang populer. Maka dari itu ketika peraturan tidak memperbolehkan dua 
kali jabatan Kepala Desa, maka istrinyalah yang dimajukan sebagai Calon 
Kepala Desa. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, 
suara mereka pada umumnya sama, yaitu walau Hj. Sumiyati sebagai 
Kepala Desa Sabrang, akan tetapi kendali kepemimpinan tetap di tangan 
laki-laki, yaitu suaminya. Dengan demikian terpilihnya perempuan 
sebagai Kepala Desa karena masyarakat masih melihat sosok H. Masyhuri 
yang tetap memimpin. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan  
Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada prinsipnya adalah 
strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan adanya akses, 
kesempatan dan penikmatan yang sama antara laki-laki dan 
perempuan dalam pembangunan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personel 
penyelenggara Pilkades – Tim Pemantau, UPTD Pendidikan, 
MUSPIKA, BPD, Pan. Pilkades – Kabupaten Jember sebanyak 7228 
orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 6588 orang, dan 
perempuan sebanyak 640 orang. Atau jumlah perempuan yang 
terlibat dalam organisasi penyelenggara Pilkades hanya sekitar 8.95%, 
kurang dari 10%. Ditinjau dari sudut ini berarti Kapasitas Kebijakan 
PUG di Kabupaten Jember buruk. 
Organisasi yang berperan langsung dalam proses Pilkades 
adalah Pan. Pilkades sebagai Pelaksana, dan BPD sebagai pengawas. 
Masing – masing organisasi memiliki susunan pengurus inti yang 
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (untuk 
selanjutnya disebut sebagai jabatan inti), dan para anggota, atau seksi-
seksi. Jumlah orang yang menduduki jabatinti sebanyak 1328 orang. 
Dari jumlah tersebut di antaranya terdapat 48 orang perempuan, atau 
sekitar 3.6%. dengan demikian ditinjau dari jumlah perempuan yang 
menduduki jabatan inti masih sangat rendah, dengan kata lain 
Kapasitas Kebijakan PUG buruk. 
Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab buruknya kapasitas 
Kebijakan PUG di Kabupaten Jember adalah faktor Pemahaman, 
116 
 
faktor Persepsi gender, dan faktor Mekanisme Rekruitmen. 
Pemahaman para penyelenggara Pilkades terhadap kebijakan PUG 
(inpres 9/2000) masih rendah, baik di tingkat Kabupaten maupun 
Kecamatan, sehingga tidak ada arahan-arahan akan pentingnya 
penyertaan laki-laki dan perempuan dalam proses Pilkades. 
Rendahnya pemahaman tersebut disebabkan oleh tidak adanya pasal 
– pasal yang mengatur tentang kesetaraan gender. Selain itu Persepsi 
para Penyelenggara Pilkades yang cenderung bias gender, laki-laki 
lebih kuat, hebat, cekatan dibandingkan perempuan. Persepsi gender 
yang maskulin berpengaruh terhadap keputusan-keputusannya 
dalam merekrut keanggotaan BPD, maupun Panitia Pilkades yang 
didominasi oleh laki-laki.  
Selain itu faktor rekruitmen, yaitu pengisian jabatan dalam posisi 
tertutup telah membatasi kesempatan semua warga baik laki-laki 
maupun perempuan untuk terlibat di dalamnya. Mekanisme 
rekruitmen tertutup maksudnya adalah keanggotaan BPD dan Pan. 
Pilkades dilakukan melalui penunjukan. Jadi siapa yang akan dipilih 
tergantung pada selera yang berhak untuk menunjuk. Kombinasi 
antara ketidakpahaman para Penyelenggara Pilkades terhadap 
Kebijakan PUG, persepsi gender para Penyelenggara Pilkades yang 
cenderung maskulin, serta mekanisme rekruitmen yang tertutup 
adalah faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab buruknya 
Kapasitas Kebijakan Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Jember.  
Dari sudut peserta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember, 
jumlah keseluruhan calon Kepala Desa 563 orang. Kandidat laki-laki 
sebanyak 504 orang, sedangkan kandidat perempuan sebanyak 59 
orang, atau 9.5%. dengan demikian partisipasi perempuan dalam 
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa masih rendah, berarti 
Kapasitas buruk. 
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Dari 59 kandidat Kepala Desa perempuan yang berhasil 
memenangkan Pilkades sebanyak 19 orang, atau 32%, sedangkan 
kandidat laki-laki berjumlah 504 orang dan yang keluar sebagai 
pemenang dalam Pemilihan Kepala desa sebanyak 147 orang, atau 
sekitar 29%. Dengan demikian perempuan memiliki peluang yang 
lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dalam memenangkan 
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember. Berarti bila jumlah 
perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebanyak 
laki-laki, bisa diduga sebagian besar desa-desa di Kabupaten Jember 
akan dipimpin oleh Kepala Desa Perempuan. 
Dalam kasus di Desa Jelbuk, di mana masyarakatnya berasal dari 
etnis Madura, dan agama mayoritas adalah Islam, tingkat pendidikan 
dan pendapatan yang masih rendah (Jelbuk termasuk Desa Swadaya 
/ tradisional), ternyata partisipasi perempuan di sektor publik 
tergolong tinggi. Dari 9 kandidat atau calon Kepala Desa, 5 di 
antaranya adalah perempuan, dan yang perolehan suara dalam 
Pilkades yang diselenggarakan pada 12 Maret 2009 ternyata urutan 
nomor satu sampai dengan nomor lima diperoleh perempuan, baru 
kemudian urutan di bawahnya adalah laki – laki. Para tokoh 
Agama/Kyai tidak ada menolak atau keberatan bila desanya 
dipimpin oleh perempuan.  
Demikian juga masyarakatnya tidak pernah mempermasalahkan 
kepemimpinan perempuan, bahkan mendukungnya. Terbukti 
perolehan suara pada saat pilkades didominasi oleh kandidat 
perempuan. Diduga sosialisasi kesetaraan gender dalam masyarakat 
Desa Jelbuk sudah berlangsung sejak lama bahkan pada saat revolusi. 
Sebagai rute gerilya dan basis para PNI, masyarakat desa Jelbuk 
sering melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah 
di Indonesia yang memiliki bermacam karakter termasuk karakter 
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yang tidak mempersoalkan jenis kelamin tertentu untuk menduduki 
jabatan publik.  
Dari proses interaksi inilah penularan nilai – nilai kesetaraan 
gender terjadi. Terlepas dari itu semua, yang jelas masyarakat Desa 
Jelbuk menginginkan perubahan. Sejak dari dulu ketika desa ini 
dipimpin oleh Kepala desa laki-laki, kondisinya sering “panas”. 
Karakter masyarakat Madura yang ekspresif dan keras ditanggapi 
dengan karakter yang keras pemimpinnya, akibatnya desa ini sering 
“kisruh”. Masyarakat tidak menginginkan kondisi ini berlangsung 
terus menerus. Desa harus berubah, dan yang dianggap mampu 
melakukan perubahan itu adalah perempuan, Kepala Desa 
perempuan.  
Dalam pandangan masyarakat Desa Jelbuk perempuan adalah 
sosok yang lemah lembut, tidak “keras”, sehingga bila dibenturkan 
oleh karakter masyarakat yang ekspresip bias “dinetralisir” dengan 
sifat keibuan Kepala Desanya dengan demikian ketentraman, 
kedamaian di Desa Jelbuk dapat tercipta. Pendek kata masyarakat 
Desa Jelbuk menginginkan Perubahan. 
Kasus di Desa Sabrang agak berbeda dengan kasus di Desa 
Jelbuk. Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, mayoritas penduduknya 
beragama Islam dan dari etnis Jawa. Status Desa yang disandangnya 
adalah Desa Swakarya atau Desa transisi menuju Desa Swasembada. 
Cirri-ciri masyarakatnya mendekati masyarakat perkotaan yang 
memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian serta 
sarana/prasarana infrastruktur yang cukup memadahi. Budaya Jawa 
yang patrelinial dan tapsir agama Islam oleh para Kyai yang 
mengsubordinasikan perempuan sempat memunculkan penolakan 
terhadap munculnya perempuan sebagai Kandidat Kepala Desa 
Sabrang. Ditanya tentang siapa Kepala Desa yang layak memimpin 
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Desanya, laki-laki atau perempuan? Para informan pada umumnya 
menjawab laki-laki, alasannya laki-laki lebih cekatan, tidak terikat 
oleh pekerjaan mengurus rumah tangga, dan bebas. Selain itu ditinjau 
dari sudut Agama, dari dalil mana pun yang berhak menjadi 
pemimpin adalah laki-laki. 
Fakta menunjukkan bahwa perolehan suara terbanyak pada saat 
Pemilihan Kepala Desa Sabrang pada tanggal 28 Maret 2010 adalah 
kandidat Perempuan. Ada beberapa dugaan yang bisa menjawab 
anomaly tersebut : Pertama, keberhasilan tim sukses untuk 
menggalang suara dari kaum “awam” yang ia datangi dari rumah 
jauh sebelum pelaksanaan Pilkades. Dalam pendekatan terhadap 
kaum awam tersebut berhasil diyakinkan walau kelak yang menjadi 
Kepala Desa adalah perempuan tetapi “sutradara” yang mengatur di 
balik panggung pemerintahan Desa tetap laki-laki. Jadi terpilihnya 
perempuan sebagai Kepala Desa justru karena melekatnya sosok laki-
laki yang sebelumnya telah menjadi Kepala Desa Sabrang selama dua 
kali masa pemerintahan. Selain itu sebagai upaya masyarakat 
mempertahankan kondisi yang sudah ada. Menjaga keselarasan dan 
harmoni sebagaimana buidaya jawa yang masih dipegang teguh oleh 
masyarakat Desa Sabrang. Masyarakat masih belum siap untuk 
mengalihkan pilihan Kepala Desanya di luar “dinasti” yang sudah 
ada. 
 
B. Saran – Saran 
    Agar Kesetaraan Gender dapat terwujud dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut : 
- Dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang 
dijadikan dasar bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus 
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terdapat Bab, atau setidaknya Pasal Khusus dan jelas (tidak 
menimbulkan penapsiran yang ambigius) yang mengatur adanya 
kesempatan, dan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan 
dalam kepengurusan organisasi penyelenggara Pemilihan Kepala 
Desa; 
- Perlu dirumuskan kebijakan instand yang mempercepat 
terwujudnya kesetaraan gender dalam Organisasi Penyelenggara 
Pemilihan Kepala Desa, berupa tindakan afirmatif, yaitu Kuota 
minimal 30 persen perempuan dalam Kepengurusan Organisasi 
Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, baik sebagai anggota, 
maupun sebagai orang yang menduduki jabatan inti (Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). 
- Agar laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang 
sama, maka diperlukan kebijakan tentang mekanisme rekruitmen 
kepengurusan BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang 
bersifat terbuka. 
- Perlu dilakukannya sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan 
tentang dimilikinya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan 
untuk menjadi Kepala Desa, agar minat perempuan mencalonkan 
diri sebagai kepala Desa semakin proporsional. 
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